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PROVINSI SUMATERA UTAHA

PRRATURAN BUPATI TOBA

NOMOR TAHUN '20Z4

TENTANG
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BUPATI TOBA

bahwa untuk melaksanakan ketentuan

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor l

Tahn 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, perlxi menetapkan Peraturan Bupati

terttartg Tata Cara £’ezo tazz PajaA ï3umi das

Bazzguzzatz Perdesaazz Aan Perlcotaatt);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor U Tahun 1998 tentang

Pembentukari Kabupaten Daerah Tingknt H Toba

Samosir dan Kabiipateri Daerah Tingkat II

Marrdailing Natal (Lembaran Negara Republik

fnduriosio Tahum 1998 Nuinor 188, Tamb m

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

2. Unclaiig-Uiidang Nomor '23Taliixix 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indoneeia Taliun 20.14 Nomor '244,

Tanibalian Wmbaran Negara Republik Indonèsia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali

diiibah, teralcliir dengari Undang-Uxidang Nomor

6 Tahiin TO'23 tentang Penetapan Peraturmu

Pemerintah Perigganti Undang-Undang Nomor2

Tchum COMB teDtang Cipta Keria Menjadi

Uridaiig-Undang (Lernbaran Negara Republik

fndoriesia Tahun 2O'23 Nornor 4.1, Tambalian

Lexnbaran Negara Repiiblik Indonesia Nomor

6856),

3. Undang-Undang Nomor 1 Taha '2OMB tentang

Hub gao Keuazzgart Azttara Pezaerïntalt Pusat

Per -rintaham Daerali (Lexnbaran Negara

Repiiblik Indoriweia Tot-iixn COMB Nomor 4,



Tom bakan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Taliun '2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun

20 19 Nomor 42, Tam bahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun '2020

tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba

Samosir MenjaÒi Kabupaten Toba di Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambalian

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Ò. Peraturan Pemerintali N onior 35 Tannu '2O'23

tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Darr

Retribusi DaerW (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tamar '2023 Nomor 8iS, Tamba an

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

ó881);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangon Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia TWiin 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerali Kabupaten Toba Samosir

Nomor 5 Talxun COIO tentang Pembentukan

Perangkat Daerali Kabupaten Toba Samosir

(Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir

Tahun 2016 Nomor 5)sebagaimana telab diubah

dengan Peraturan Daerali Kafiiipaten Toba

Nomor 9 Tahum FO'2O tentang Perubalian Atas

Peraturan Daerah Kabupateri Toba Samosir

Noinor 5 TWun 2016 tentang Pembentukari

Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir

(Lembaran Daerali Kabupaten Toba Taliun '2OTO

Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Toba Nomor 1 Taliiin 2024

tentang Pajak Daeralx don Retribusi Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024

Nomor 1, TambWan Lembaran Daerah

Kabupaten Toba Nomor 1);

10.Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Taliun 2022

tezttartg KeÒuÒ , Susurtan Orgarúsasi, Vgas

han Fiingsi Perangkat DaeraR (Berita Daerh

Kabupaten Toba Taliun 2022 Nomor 4);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati iniyang Öimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaterı Toba.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah aebagai

susar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah

yaztg menjaÖi kewea garr daezarb otoztozo.

3. Bupati adalah Bupati Toba.

4. Perariglfat Daerah aclalah unsur pembantu

kepala daerah dan DPRD dalazn penyeleriggaraan

urusan pemerintaban yang menja‹fi kewenangan

daerah.

Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala

Perangkat Daerah yang menyelenggaraknn

urusan pemerinta an dibidang pajak daerah.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak

adalah lcontribosi wajib kepada daerah yang

tez-rota g o1eh ora tg pribadî atau badat yaog

bersifat memakea berdasarl<an Urıdang-Undang,

dengan tidak men6apatkan imbalan secara

langsung dan digurıakan nutuk keperluan

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ ata.u

modal yang merupakan kesatuan, baik yang

melakuknn usaha maupıın yang tidak

melakukan usalıa yang meliputi perseroan

erbame peseroan komandîter, pmseroan

leünnya, badan usaba mlWb negara, atau badan

ueaha ihk daerah dengan nama dam dMazn

bentmk apapun, frma kongsi, kopeFasi, dana

pensiun, pers‹Huduan, pernunpul yayasan,

organisasi massa, orgamisasi sosis poûbk,

atar orgarisasi ainnya, lembsga dan bentuk

badan 1:ûnnya termasuk kontr:üc investas

koleküfdanbentukusahatetap.

8. Pajak Bunii dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan yang selanjutnya disingkat ABB-Ph

adalah Pajak atas burnt dan/atau bangunan

yang dimiliki, dlkxiasai dan/atau dimanfaa.tkan

olen orang priñacti atau badan, kecuali kawasan



yang digunakan untuk kegiatan usaha

perkebunan, perhutanan dan pertamLiangan.

9. Biimi adalah permukaan b i yang meliputi

tenth dat perairan vrilayah Daerah.

10. Bangunaii adalah konstruksi teknik yang

ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah

dan/atan perair .

1 1. Nilai mal Objek Pajak yang selanjutnya disingkat

NJOP adalah fıarga rata-rata yang cfiperoleh

transaksi jual beli yang terjacli secara dan

bilarrıana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP

diterıtukan melalui perban‹fingan harga dengan

objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan bam

atan NJOP perıgganti.

l'2. Nilai Jua1 Objek Pajak Bangunan yang

selanjutnya disebut NJOP Bangctnan adalab

sebesar nilai honversi biaya pembangurıan bant

setiap jenis bangunan setelah dikurangi

penyusutan fisik berdasarkan tnetode perıilaian

ke dalarn klasîfıkasi, penggolongan dan

ketentuan nilai jual Bangunan yang akan

ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

1 3. NIai Jual Objek Pajak Pengganti yang

selanjtıtnya 6ısebut NJOP Pengganti adalalı

suatu pendekatan/ metode penentunn î'l1lai jual

suatu objek Pajak yang berdasarkan pada Nasil

produksi objek Pajak tersebut.

14. Pemutakhiran Basis Data adalah pekerjaan yang

ctila3rukan nutuk menyesuaikan data yang

disimpan Öi dalam basis data dengan data yang

sebenarnya Öilapamgan.

1 5. Nomor Objelc Pajak Daerah yang selanjutnya

disingkat NOPD adaleti nomor identifıkasi objek

PajaJ< (tezzaasA objek azzg tidal< ctikertaI<at

Pajak yang mempunyai karakteristik unik,

permanen, standar dengan satuan blok dalam

satu wilayalı ad.mirıistrasi pemerintalıan

ûlesa/keluralıan.

16. Sona Nilai Tanah yang selanjotnya disingkat ZNT

adalah suatu zorra geografis yang terdiri atas

sekelompok objek Pajak yang mempumyai satır

rıilai inclikasi rata-rata yang ‹fibatasi oleh batas

penguaeaan/ pemilii<an objelc Pajak dalam satu

wilayalı administrasi desa/keloraJnan yang tictak

terikat kepada batae blok.

17. Peta Zona Nilai Tank yang selanjntnya ‹fisebut

Peta ZNT adalah peta yang menggambarkan

suatu zona geogralis yang terdiri ates

sekelompok objek Pajak yang mempunyai satu

rıilai indikasi rata-rata yang cfibatasi oleh Öatas



penguaRaan/pemilikan objek Pajak dalam satu

wilayah admiriistrasi desa/kelura am.

1 8. Oaftar Biaya Komponen Barrgunari yang

selanjutnya disingRat DBKB adalah daftar yang

dibuat untuk memudahkan perhittıngan rıilai

Bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang

terdîri dari biaya Romponen utama darı/ atan

biaya komponen material Bangunan dan biaya

komponen fasilitas Bangunan.

19. Penyusutan adalah berkurangnya nilai

Bangurrarr yang disebabkan oleh

kensangan/ penurunan konÖisi fisik Bangtınan.

YO. Pendataan adalah rangkaian kegiatan nutuk

memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan

menatausahakan data objek dan subjek Pajak

Bumi danBangunan.

21. Objek Peiak Burnt dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak

adalah Bumi dan/ atan Bangıırıan yang dimiliki,

dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang

pribadi atau Badan, kecuali knwasan yang

‹digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,

perliutanan dan pertambangan.

'20. Subjek Pajak Burnt dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjeb

Pajäk adaiah orang prbadi atau Badan yang

secara nyata mempxınyai suatu bak atas Bumi

dan/ atan memperoleh marrfaat atas Bomi,

dan/atau memiliki, menguasai, dan/atan

memperoleh manfaat atas Bangunan.

23.Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan ctan

Perkotaan yang selanjutnya öisebut Wajib Pajak

adalah orang pribadi atan Badan yang secara

nyata ırıempunyai suatu hak atas Bumi

dan/ atan memperoleln manfaat atas Bumi,

dan/ atau meıniliki, menguasai, dan/atan

memperoleh maxıfaat ates Bangunan.

'24. Talxuxı Pajak adaleti jangka waktu yaxıg latnanya

l (satu) tuttun kalender.

25. Paak yang Tetutang adMah PaaA yang harus

dibayar pada suatu saat, ‹lalarrı masa Pajak,

da1arn Tahun PaaA, atau daüun bayan Tahun

Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-uix‹:tangan perpajakan daerah.

26. Fiskus adalah pegawai Pemerintah Daerah yang

diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas

pemungutan Pajak ctan cfilcenal sebagai pejabat

Pajak Daerah.

'27. Pezn gutam adaleti suatu rangkaian kegiataxı

mulai dari penghimpunan ciata *iek cimri Subjek



0
n
.

Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang

sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib

Pajak serta pengawasan penyetorannya.

28. Barık Persepsi adalah bank pemerintab/ bank

swasta yang ditunjuk urıtuk menerima

pembayaran PBB-P'2.

29. Fasilitns Perbankan Elektrorıik adalah fasilitas

pelayanan perbankan secarw elektrorıik seperti

anjungan tunai mandiri.

30.Teknoloji Informasi adalah suatu teknik nutuk

mengumpulkan, merryiapkan, menyimpan,

memproses, mengumumkan, menganalisis,

dan/atan menyebarkan irıformasi.

31. Approval Code adalâh bentuk pengesahan

penıbayaıan PBB-P2 yang cblakukan secaca

elektrorıik yang dibııat dalarn fornıat tertentu

sezta Öipvoses secar.a otozaatis zoelall data

elektronik.

32. Surat Pernberitaliuan Objek Pajak dan/atau

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang

selanjutnya disingkat dan/ atau

adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak

vrntuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah.

Surat Kuasa adaleti surat yang berisi tentang

pemberian kuasa kepada seseorang untuk

merıgurus sesuatu yang ditandatangani oleh

çemberi kuasa öiatas materai.

34. Persetujııaxı Bangunan Gedung adam perisinan

yang diberikan kepada pemilik Bangunan gedung

untuk membangun baru, mengub lu,

memperluas, mengurangi, dan/atan merawat

Bangunan gedung sesuai dengan standar teknis

Bangunan gedung.

Izin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya

disingkat IPB adaleti perizinan yang diberikan

kepada perorangarı atau Baclan hııkum setelalx

Bangurran selesai dilaksanakan sesuai

persetujuan bangunan gedung dan telah

memenı hi persyaratan fungsi perlenglcapan

bangcrrran.

3ö. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang

selazzjutnya öîslgTct SPPT adalaft surat azzg

digunakan nutuk memberitalıukan besarnya

PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

37. iiurat iietoran Pajak Daerah/iiurat Tanda Terima

Setoran yang selanjutnya disingkat SSPD/ STTS

adalah bukti pembayaran atau periyetoran Pajak

yang tel dilakulcan dengan menggunakan



formulir atau telafi dilakukan dengan cora lain

ke kac daerah melalui tempat peoıbayaran yang

ditunjuk oleh Bupati.

38. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPD adalah eurat lcetetapan Pajak

yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak

yang Terutang.

39. i urat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

yang selanjutrıya disingkat SKPDKB adaleti surat

ketetapan Pajak yang menentukan besarnya

jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumla

kekuramgan pembayaran pokok Pajak, besarnya

sanksi administratif, dan jumlalx Pajak yang

masih harus Öibayar.

40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

Tambahan yang selanjutnya Öisingkat SKPDKBT

adalah surat lcetetapan Pajak yang menentukan

tambahan atas jumlalx Pajak yang telah

‹:litetapkan.

ı. sanat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang

eelanjutnya disingkat SKPDN adalah sxırat

ketetapan pajak yarıg menentukan jumlah pokok

pajak sama besarnya dengan jumiah kreÖit Pajak

atau Pajak tidak terutarıg dan tiitak acta kredit

42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang

selanjutnya ‹fisinglcat SKPDLB adalah surat

ketetapan Pajak yang meiientukan jumlah

kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah

kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang

‘T‘e tatzg atau sek szzya ÖdaAte taog.

43. Surat Tagilıan Pajak Daerah yang selanjutrıya

disingkat STPD adalab svrrat nutuk melakukan

tagilıan Pajak chu/atau sanksi administratif

berupa bunga dan/atau denda.

44. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat

keputiisan yung membetulkan kesalahan tulis,

kesalahari Ortung, dan/atmu kekeliruan dalam

perierapan keteritnari terteritu dalam peraturan

perundang-unöangan perpajakan daerah yang

terdapat datum SPPT, SKPD, DKPDKB, SKPDKBT,

SKPDN, SKPDLB, STPD, surat kepotusan

pembetulan, atau surat keputusan lceberatan.

45. Saat KepuWsao Keboratar adalaÖ surat

keputusazt atas tceberatart terkadap SPPT, SKPD,

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, ataıı

tezhadap pezrzotoag atau pez¥zJ 1-t taa o1e£t

pihak ketiga yang ñiajukan oleh Wajib PajM

46.Putusan Banclirxg adalah putusan badan

peradilan pajak atas banding terhadap Surat



Keputusan Keberatan yang Öiajukan oleh Wajib

47. Pemeriksaan eti Bidang Perpajakan Daerah yang

selanjutnya disebut Pemeriksaan Pajak adalah

serangkaiarı kegiatan menghimpun dan

mengolah data, keterangan, dan/atan bukti yang

dilaksanakan secara objektif dan profesional

berdasarkan suatu standar pemeriRsaan untulc

menguji kepatuhan pemenulıan kewajiban

perpajakan daerah dan/ atan untuk tujuan lain

dalam ranglca melaksarıakarı ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

48. Penyidikarr Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Daerah adalah serangkaian tindakan yang

dilakukan oleh penyiÖik untuk mencarl serta

mengumpulkan bnkti yang dengan bukti itu

membuat terang tirıdak pidana ‹ni bidang

perpajakan itaeralı yang teria‹fi serta

menemukan tersangkanya.

49. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yarıg

selanjutnya disingkat NPWPD a‹:1alalı nomor yang

diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana

dalam administrasi perpajakan yang

dıpergunakan sebagai tanda pengenal diri atan

identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak

dan kewajiban perpajakan.

YO. Surat Kuasa adalah surat yang ûtidalamnya berisi

peralihan wewenang dari seseorang kepada

seseorang yamg fair dengan bermeterai cukup.

5L Pemeriksa Pjak adMah pegawai negem spû di

1lI2@kungan Perangkat Daerah atau tenaga ahll

yang ‹ditunjuk oleh Bupati yang ñiberi tugas,

wewenang, dan tanggu g jawab untuk

melaksanakan Pemeriksaan di Bidang

Perpajakan Oaerah.

52. Dokumen adalah data dan informasi yang

berkaitan dengan objek dan subjek PBB-P'2

antara lain identitas Wajib Pajak, data

kepemilikan, data perizinan, data pembayaran

53.Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaari yang

dilakukan öiPerangkat Daerah.

54. Pemeriksaan Lapangan adalan Pemeriksaan yang

dilakukan di tempat kedudukan, ett tempat Objelc

Pajak, tempat keglatan usaha, tempat tinggal

Wajlb Pajak, alan tempat lain yang ditentukan

oleh Perangkat Daerah.

D5. Laporan Hasil Pemeriksaan yaxig selanjiitnya

cfisingkat Li-IP adalah laporan yang berisi tentang



pelaksanaan dan hasil Pemeriicsaan yang

disosun otel pemeriksa secara ringlcas dan jelas

serta sesııai dengan ruang lingktıp dan tujııa

pemeriksaan.

56. Surat Perint h Pemeriksaan yarrg selanjutnya

cfisingkat SP2 adaleti surat perintalı nutuk

melaksanakan Pemeriksaan.

57. Utarıg Pajak adalah pajak yang masih harus

ûtibayar terrnasuk sanksî administratif berupa

bunga, denda atau lcenaikan yang tercantum

dalam surat ketetapan pajak atau surat

sejerrisnya berdasarkan ketenttıan peraturan

perundarıg-udarrgan perpajakan.

58. Hak Milik adalah bak turun-temurun, terlruat

dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas

tana .

59. Hak Pakai adaleti bak untuk menggumakan

dan/attı rnemongut hasil dari tanah yang

öikuasai langsung oteli negara atau tana milik

orang lain, yang memberi wewenang dan

kewajiban yang ditentukan dalam keputusan

pemberiarınya oleh pejabat yang berwenang

memberikannya atau dalam per]anjian dengan

pemilik tanabnya, yang bukarr perjanjian sewa-

merıyewa atau perjanjian pengolahan tanah,

segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan

jiwa dan ketentuan-lcetentuarı undang-urıdang

60. Hak Atas Tanah adalah Oak yang ctiperoleh dari

hubungan hukum antara pemegang liak dengan

tanah, termasuk ruang di atas tanah, den atau

ruang di bawah tanah untuk menguasai,

memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan,

serta memelihara tanah, ruang Hi atas tanah,

dazt/atau artg di bawah tanah.

O 1. Periguasaan Tanah adalah hubungan hukum

antara orang per orang, kelompok orang, atau

bactan hukum dengan tanah sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahuu 1960 tentang Peranıran Dasar Pokok-

pokok Agraria.

62. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai

negara yang Rewenangan pelaksanaannya

sebagian dilirnpalikan lcepacla pemegang Hak

Pengelolaan.



(1}

(2)

(1}
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BAB II

RUANGLINGKUP

Tata Cara Pemungutan PBB-P2 mencakup seluruh

rangkaian proses yang Varus dilakukan dalam

menataueahakan, menerima, dan melaporkan

penerimaan PBB-P'2.

Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a.prosedur peridaftaran, pendataan, penilaian,

penetapan Objek Pajak dari Subjek Pajak;

b.prosedur penerbitan, penyampaian SPPT;

c.prosedur pembayararr dan pengangsuran;

d.prosedur pelaporan;

e.prosedur penagihan;

f. proseclur motasi, pembetulan, pembatalan,

pengurangan ketetapan dan perighapiisan atau

pengurangan sanksi administratif;

g.proseclor lceberatan dan banding;

h.prosedur pengembalian kelebihan pembayaran;

1. proeedur penentuan kembali dan

periundaan tanggalf saa.t jatuh tempo;

j. prosedur pemeriksaan¡ daix

k.iriformasi.

Untulrme1aAsanakantatacmasebag:ümana

dimaksud dalam Pasal 2,Perangkat Daerah

sekurang-kurarignya me1 aksanakan fungsi:

a.pendataan dat pendaftaran;

b.penilaian;

c.pelayanan;

d.penetapan;

e.pengolahan data don inforrnasi;

f. penerimaan dan pelaporan;

g.pe agihan; dan

h.pemeriksaan.

Fungs peDdataan dan pendaflsran sebagaúnaoa

dimaksud pada ayat (I) huruf a, Perangkat

Daerah melakukan pendataan dan pendaftaran

Objel< Pajak dan Subjek Pajak.

(3) Ftingsi penilaian sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) huruf b, Perangkat Daerah melakukan

periilaian Objek Pajak dan Sobjek Pajak dalam

tdàHpao-taÒapao Petooogutan PDB-R

(4) gs penetapwn sebagatmana &RnoAsud pada

ayat (1) b\zruf d, Peraztglcot DaerC zoe1alcuJ art

penetapan €ibjek Pajak dan ísubjek Pajak.

Fuzigsí pengolahan data dan informasi
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sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf f,

Perangkat Daerah mengelcila basis data terkait

Objek Pajak dan Subjek Pajak.

(6) F-'tıngsi penerimaan dan pelaporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (l)iiuruf f, Perangkat Daerah

rnenyiapkan laporan realisasi penerimaan dan

tunggakan PBB-P2 berdasarkan data dan laporaxx

dari pihak-pihak lain yang dltunjuk.

(7j F'uzıgst peztag halt sebagaîzoazta dîraa1<sctd pada

ayat (1)huruf g,Perangkat Daerali melaksanakan

penagihan terhadap Wajib Pajak yang telah

melampaui batas waktujatuh tempo.

(8) Furigsi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud paöa

ayat (1) huruf h, Perangkat Daerah melakukan

Pemeriksaan dengan tujuan urituk menguji

kepatulian pemenuhan kewajiban PBB-P'2

dan 'atau tujmn:o lviv dalam raagka

melaksanakan ketentuan peraturarr perpajakan

daerah.

BAB III

TATA CARA PE.MUNCIUTAN

Bagian Kesatu

Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penilaian,

Penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Paragraf1

Prosedur Pendaftaran

Pasal4

Pendaftaran objel< pajak dilakukan dengan cara

Subjek Pajak mengisi fonu srow dan/ann

LSPOP yang disediakan dan dapat cliperoleh di

Perarıgkat Daerah atau tempat lain yang

cliterıtukan tanpa dikerıakan biaya.

(2) Setelah dan/atau LiSPOP sebagaimana

dimaksud pacla ayat (1)diisi dengan jelas, benar

dan lengkap serta ditandatangani kemu‹fian

disampaikan ke Perangkat Daerah selarnbat-

lambatnya 30 (tiga puluh} hari setelab tanggal

diteriznariya SPOP dan/atau LSPOP oleh Subjek

Pajak atau kuasanya.

(3) Dalazri hel don/atau LSPOP Òitancfatangarri

oleh selain isubjek Pajak yang bersangkutan,

Dama dilampiri Surat Kuasa dari Siibjek Pajak.

(4) Persyaratan pengajoan permofionan pendaftaran

Objek PajaR/Subjeb Pajak terdlri atas:

a.surat pcngantar deud lJesa/Kelurahan untuk

tamahyangbeluRiberserõdkat

bfotokopikartutandependuduk, bartu keuarga

dari Wajib Pajak;

cemrat twnda b tî Lmîc atas buani dan/atau



(1)

(2)

bangunan yaitu:

1. fotokopi bukti kepemllikan bak atas bu mi

dan/atarb angunan;

2. fotokopi bukti hak pengelolaan atas bumi

dan/ atau bangunan; atau

3. fotokopi bııkti Jnak penguasaan atas bum i

dan/ atar bangunan;

d.dalam hal bckti bak bewpa pengelolaan

sebagairnana dimaksud pada hnruf c arıglıa '2,

maka harus rnelampirkan surat izin dari pemilik

Bumi dan/atar Barıgurran sebagaimana

dimaksud pada hurufc anpka1;

(5) Pendaftaran PBB-PA dengan cara mutasi

dikarenakan terjadirlya peralihan Hak Atas Tanah

de / atau D angunan, meliputi:

a.pemecWan menjadibeberapa bidang tana ;

b.perubWan data SubielePajak dan Objek Pajak

karena Subjek Pajak dan Objek Pajak menjadi

beberapa orang dan beberapa bıdang; dan

c.penggabungan Objek Pajak.

(6) Bentuk, isî, dan tatacara pengisian formulir SPOP

dan/ atau LSOP, sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) tercantum dalarn Larrrpiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal5

Sri/ ten LV POP suL ogaiinmia ‹lirnaknuel

dalam Pasal4 ayat (3)wajib ñitellti oleh Perangkat

Dacre.

Penelitian sebaginiaiia dirriaksucl peera ayat (1)

meliputi:

a. kebenaran infozrnasi yang tercantu ı deüaz

SPOP darı/ ataız LOPOP;dan

b.kelengkapan dot en pendo jing SPOP

dan/ atar LSPOP.

Nutuk setiap SPOP ctan/ atar LV POP y'ang masaj,

Perangkat Daerah berhak melakukan

Pemeriksaan Lapangan untuk rnengecek

kebenarar data secara riil.

Pendaftaran PBB-PM dengan cara mutasi

clilalcukan dengan merigajokan permohonan

ie-ptiera • er gkat DaerW.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksiicl pada ayat( 1)

disampaikan menggunakan Bahasa Indonesia

cl--ngmu mengi*i *or.•olir surat p•rmohonan 3•ctng

disediakan Peraoglcat Daerah clan dilampiri
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dengan:

a.surat pengantar dari Desa/Kelurahan nutuk

tarıah yang belum bersertifıkat;

b.fotokopi identitas Wajib Pajak/Subjek Pajak

atau kuasanya apabila dikuasakan;

c.surat kuasa apabila permohonan diajukan oleh

kuasanyn;

d.SPOP dan/atau yang telah diisi dengan

jelae, benar dan lengkap serta ditandatangani

oleh pemohon;

e.asli SPPT PBB-P2 Tahun Pajak berjalan;

f. telah melunasi Pi3B-PÅ, kecuali untuk proses

mwtasi gabung, NOPD yang Öihapus wajib 1unas

untuk semua kewajiban Pajak yang Terutang

sebelum tahun berjalan;

g.surat tank bukti hak atas Burnt dan/atau

Bangunan sebagaimana diznalcsud dalam Pasal

4 ayat (4)huruf c;dan

(3) Dalam Tal mutasi data bersifat minor, dapat

‹3ikemialikan dari ketentuan sebagaimana

Öîma sudpada ayat (2)bumfc.

(4) Mutasi data bersifat minor sebagaimana

dimaksud pada ayat (3} merupakan perubahan

atas data yaiig tidak mengakibatkan perubahan

Wajib Pajak, berupa:

a.pem.betulan kesalahan pen san damn Wajib

b.pembetulan kesalahan penulisan alamat Wajib

Pasal7

(1) Pendaftaran Objek Pajak sefiagaimana dimaksud

dalam Pasal Ö dapat dilaltukan secara kolektif

melalui petugas desa/kelurahan yang telah

ditunjuk dengan cara eebagai berikut:

a.merıgisi SPOP dan/ atau LSPOP;

b.DPOP dan/atau yaxıg telnh ûtüsi dengan

jelae, benar dan lengkap selanjutnya

clirekapitulasi oleh petugas desa/kelurahan;

c. memeriksa kelengkapan lampiran SPOP

den/atau LSPOP sebagaimana ‹fimaksod pada

Pasal4 ayat (e)hurufb sampai hurufd;dan

d. m.enyeralikan Dokumen Pendaftaran

Pajak secara kolektif ke Perangkat Daerah.

(2) Perangkat Daerah membuat tanda terirna berkas

atas pendattaran Pajak secara lcolektif dan

öiserahkan kepada petugas desa/keliirahan.

(3) Perangka.t Daerah melakuken verifilcasi,

pengolahan dan penetapan data PBH-PÅ ctan
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(4)

(5

pendaftaran Objek Pajak Kolektif.

Data objek dan Subjek Pajak yang sudah

ditetapkan se%utnya dilakukan pencetalcan

SPPT PBB-P2.

Berdasarkan tan‹fta terima berkas pendaftaran

Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ('2),

digunakan oleh petugas desa/kelurahan untuk

merrgambil SPPT PBB-P2 yang tercetak

sebagaimana ‹dimaksud pada ayat (4).

Paragraf2

Prosedıır Pendataan

(1) Pendataan Objek Pajak dilaKcıkan oleh Perangkat

Daerah derxgan menuanglcan hasilnya dalam

forzn.u1ir SPOP dan/atau

(2) Pendataan Objek Pajak clilakukan dengan cara:

a.pasif, yaitu Pendataan yang dilakulcan oleh

Subjek Pajak dengan cara mengisi,

menandatangani, dan menyerahkan

darr/atau LSPOP kepacla Perartgkat Daerah;

b. aktif, yaitu Pendataan oleh Perangkat Daerah

dengan menggunakan foraıullr dan/atau

LSPÖP melalui identifikasi Objek Pajak,

verifıkasi data Objek Pajak, dan penguRcıran

bidang Objek Pajak dengan mencocokkan data

yang ada di Perangkat Daerah dengan kondisi

sebenarnya objek dan iSııbjel< Pajak kilapangan;

(3) Dalam rangka PenÖataan, Subjek Pajak wajib

mendaftarkan Objelı Pajaknya dengan mengisi

SPOP dan/atar LSPOP.

(4) dan / atau LsrOP sebagaimana dimakeud

pada ayat (3)Larus öiisi dengan jelas, benar, dan

lengkap serta ditazıÖatangani darı disampaikan

kepada Perangkat Daerah selambat-lambatnya 30

(tiga pWuft) bari Icerja sete1aJ-t taoggaJ diterizzzazzya

SPOP dan/ atau LSPOP oleh Subjek Pajak.

(5) Pendataarı melalui identifikasi dilakukan pada

Objek yang belurn terdata dalam

administrasi pembukuan PBB-P'2.

(6) Pendataan melalui verifikasi dilakukan pada

Objek Pajak yang sudah terdata dalam

administrasi pembukuan PBB-Ph.

(7) Berdasarkan hasil Pendataan sebagaimana

dimaksud pada ayat (L) apabila ditemukan

ketidaksesuaian antara data yang dimiliki Wajib

Pajak atau Fiskus dengan bukti ‹fi lapangan

dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeril<saan.

(8) Bentvık formulir permohonan pendaftaran
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(1j

(2)

objek/Snbjek Pajak tercantum da1am Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peratıırani upati ini.

Berdasarkan hasil Peridatuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 terhadap Objek Pajak

diberikan NOPD.

Persyaratan untuk clikeliiarkannya NOPD sebagai

a. melampirkan fotokopi identitas diri berupa

kartn tarıda pendudıık atar kartu keluarga;

b. melaxrıpirkan fotOkOjDİ bukti kepemilikan

penguasaan atau pemanfaatan; dan

c. mengisi formıılir dan/LSPOP dlsertai

tanda tangan Wajib Pajak atau kuasanya.

(3) PenÖataan terhadap mutant penuh tidak

menghilangkarı NOPD lama.

(4) Pendataan terhadap mutasi pecah atas tanab

induk, masing-masing penerima pecahan

mendapat NOPD baru, sedangkan NOPO lazna

terpakai sebagai NOPD indvık.

(5) Terlıadap penggabungan beberapa NOPD, NOPD

terkecû dîpabü untuk NOPD induk sedsngkan

NOPD 1BIruzya óíhapus.

(6) SA NOPD sebagaimatta dÏraaI+sud pada ayat

(1) terdíri dari 18 (deÏapart be1as) dïgit, Aeztgari

tazz:

a. dijgjt de- 1 (k sat) dan ke-2 (kedua) camps

Ïcocte provízzsi;

b. dijgit ke-3 (Icetïga) don Lee-4 (Ireempat)

zoez-upaÏcao kode kabupateu;

c. Òigit he-5 (de\lona) sat pai digit he-7 (Ïce utj )

mewpaJcan kode kecamatan;

d. digit ke-8 (kecfelapan) sampai dengan digit ice-l O

(kesepuluh) merupakan kode cfesa/kelurahan;

e. digit ke-1 1 (kesebelas) sampai dengan digit ke-

l3 (tiga belas) merupakan kode nomor urut

blok:

f. NOPD ‹:1igit ke- 1 4 (lceetnpat belas) sampai

dengan digit ke- 17 (ketujuh belas) merupakan

kode urut objek pajak; dan

g. öigit lee- 18 (kedelapan belas) merupakan lcode

tanda khusus.

(7) Bentuk, ter, dan tata cara perigisian NOPD

sebagaimana ctimaksud pada ayat ( l) tercantum

dalam Lampiran UI yang merupakan bagian tidak

terpieahkan dari Peraturan Btipati ini.
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(3)

Pasall0

(1) Dalam melakukan kegiatan pendataan

pemeliharaan basis data PBB-P2, Perangkat

Daerali bekerja sama dengan instamsi yang

terkait.

(2) Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak dalarn

rangka pemeliharaan basis data dapat Etilakukan

oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan

sesuai ketentuan perundang-undangan.

Prosedur Penilaian

PasM 11

(1) PenilN x. Objek Pajok dilakıık:en oleh Perangkat

Daerah dengan menggunakan pendekatan

penîlaianyang telah ditentukan.

Hasil perıilaian Objek Pajak sebagaimana dimsksud

pada ayat (1) ‹figtınakan sebngai dasar

menetapkan NIOP.

Penilaian Objek Pajak dapat dilaksanakan melalui:

a.penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung

berdasarkan nilai indikasi rata-rafa yang

terdapat pada setiap ZNT sedangkan NJOP

I3angunan dilıitung berdasarkan DBKB; dan

b.perıilaian individu cliterapkan pada Objek Pajak

vımızrrr yang berrxilai tinggi atar Objel< Pajok

(4) Kegiatan periilaian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilakukan dengnrr tigo pendekatan

penilaian, meliputi:

a.pendekatan data pasar;

b.pericteka†am biayo; dori/atau

c. pen‹:1ekatan kapitalisasi penctapatan.

(5) Periilaian dengan pendekatan data pasar

sehagaimaria dimaksucl pnda ayat (4) Surf a

dJakukan dengan cara menıbancMngkan Objek

Pajak yang akan cfinilai dengan Objek Pajak lain

yang sejeriis yang nilai joalnya sudah diketahui

dengan melakukan beberapa penyesuaian.

(6) Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (4)hurcifb dilakukan untuk

penilaian Bangunan dengan cara

memperhitungkan biaya yang dikeloarkan orıtuk

membanguri bars dikwrangi dengan penyusutan.

(7) Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana

clirnaksud pada ayat (4)huruf e clilakukan pada

obiek yang memiliki nilai komersil dengan cara

rnerighitung atau znemproyeksikan sell
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pendapatan atau sewa dalam 1 (satu) tahun

terhadap Objek Pajak dikurangl dengan

kekosongan, biaya operasional, dan Oak

pengusaha.

Paragraf4

Penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Pasal12

(1) Dengan camı PBB-P2 diptıngut Pajak atas

kepemilikan, penguasaan, dan/atar pemanfaatan

Bumi dan/ atau Bangunan.

Termasuk daJam pengertian Bangunan meliputi:

a.j alın lingkungan yang terletak dal m 1 (satu)

kompleks Bangunan seperti hotel, pabrik dan

emplasemennya, yang rrıerupakan suatu

kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut,

b.j alan tol;

c. kolam renang;

d.pagar mewa ;

e. ternpat olWraga;

f. tarzan mewah;

g. mezara clan sejenisnya

h.bend gan;

i. terowongan;

j. tempat penampungan/ki1ang minyak, air dan

gas, pipa minyak; dan

k.galangan kapat, derrnaga;

(1) Kriteria pagar mewah, ternpat olWraga, dan

tam an mewalı sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)sebagai berikut:

a.pagar mewW dengan karga pembıaatan

Rpl.500.OOO,OO (satu j ııta finna ratus ribu

rupiW) permeter2 ke atas;

b.tempat olahraga yang dikomersiallsan; dan

c.tarzan mewab dengan karga pernbııatan

Rpl.500.OOO,OO (satu juta lima ratııs ribu

rupiabJ per meter2 ke atas dan/atau

dikomersilkan.

{2) Yang dikecu dan dari objek PBB-P2 adalah

kepemilikan, penguasaan, dari/atau pemanfaatan

atas:

a.Bunü dan/atau Bangunan Kantor Pememntah

Pusat Kantor Penıerint Daerah, Kantor

Penyelenggara Negara Lainnya yang cficatat

sebagai barang milik negara atau barang milik

Daerah;

b.Buıni dan/atau B angunan yang digunakan

semata-nıata urıtuk melayani kepentingan

annem di bidang keagamaaw, panti sosial,
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kesehatan, penÖidikan dan kebtıdayaan

national yang tidak dirnaksuclkan nutuk

memperoleh ke ttıngan;

c.I3 dao/ Ltau I3ar guztart yaztg semata-zoata

dıgunakan untuk tempat makam (kuburan),

perıinggalan purbakala, atau sejerıisnya;

d.Bunıi yang mertıpakan hutan lindung, hatan

suaka alam, hutan wisata., taman nasional,

tanah penggembalaan yang dikuasai o1elx desa

dan tanah negara yang belum dibebani suatu

hak;

e. Bumi dan/atar Bangunan yang digunakan oleh

perwakilan diplomatik dan konsulat

berdasarkan asas perlalrcıan timbal balik;

f. Bumi dan/ataii Bangunan yang digunakan oleh

badan atau perwakilan Leinbaga Internasional

yang ditetapkan derigan Peraturan Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang Keuangan;

g. Bumi den/ atau Bangunan untuk Jalur Kereta

api, moda raya terpadu (Maes Rapid Transit),

lintas raya terpado (Light Rai1 Transit), atau

yang sejerrisnya;

h.Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal

lairinya berdasarkan NdOP tertentu yang

ditetapkan o1e& Bupati;

i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak

Barut dan Bangunan oleh Pemerıntalı Pueat.

Pasall3

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)ditetapkan setiap3 (tiga) tahun, kecuali untuk

Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap

tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.

(3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)ditetapkan oleh Bupati.

(4) Tarif PBB-P2 sebagai berikut:

a.sebesar O,101% (no1 seratus satu per seratus)

untuk total sampai dengan

Rp 1.OOO.OOO.OOO,OO (satu milyar rupi h};

b.Sebesar O,125% (nol koma seratue dna puluh

lima per seratus) untuk total NJOP di atau

Rp 1.OOO.OOO.OOO,OO (sattı milyar rupiah}

sampai dengan RpS.OOO.OOO.OOO,OO (lima

milyar rupinh}; dan

c.isebesar 0,2 15% (sol korna dua sattı lima per

seratus) total NJOP diatas Rp5.OOO.OOO.OOO,OO



d.Untuk tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi

pangan dan ternak ditetapkan 0,05% (no1 ltoma

no1 finna pereen)

(5) Besaran pokok PBB-P'2 yang terutang dihitung

dengan cara NJOP setelah dikurangi NJOPTKP

di1<a1ikan dengan Dasar Pengenaan PBB-P2

kemudian dikalikan dengan tarif, dengan rumus

sebagai berikut:

Besaran Pokok PBB-P2 - (NdOP - NJOPTKP) x

Dasar Pengenaan PBB-P'2 x Tarif.

(6) Besarnya NJOPTKP öitetapkan sebesar

Rp1O.000.000,00 (sepW juta wpiah) untuA

setiap Wajib Pajak.

(7) Apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari1 (satu)

Objek Pajak berupa Bumi dan/ atau Banguman,

maka NJOPTKP dikenakan untuk 1 (eatu) Objek

PaakBurnidan/atauBsmgunan.

(8) Pengbltumgan besaranpokok PBB-P2 dAnangkan

dMamSPPT.

Pasel14

(1) Masa Pajak ètimulai tanggal 1 Januari dan

berakhir tanggal 31 December pada tahun

berkenaan.

(2) Penentuan Pajak yang Terutang dilakulcan

berdasarkan keadaan Objek Pajak papa tanggal1

huurt.

Pasal U

(1) Atas Bumi dan/atau Bangunan yang berada di

kawasan industri dan real estate yang

Öipergunakan nutuk fasilitas umum dansarana

sosial tidak dikenakan PBB-PA apabiln memenuhi

kriteria sebagai berilctıt:

a. tanah dan/ atau Bangunan tersebut nyata-rıyata

telab digunakan sebagai fasilitas mrnuxrı jalan,

saluran air hujan, jalur hijau, dan lain-lairı)

dan/atau sarana sosial (tempat ibadah,

kesehatan, pendiöikam, dan lain-lain), tidak

termasuk dalaDı perıgertian ini tanah dan/atau

bangunan yang telah direncanakan dalam site

plan sebagai fasilitas umum/sarana sosial

tetapi belum ‹fibangun atau beluxn selesai

dibangun sehingga belum dapat digunakan

sebagai fasilitas uzun/sarana sosial;

b. tanah dan/atau Bangunan tersebut semata-

mata digcctıakart untuk kepentingan

umum/sosial dan tidak untuk merıcari
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J<eunturtgart; öazt/atau

c. taztafz den/atau Bart t n tersebut dapat

berstatus telah diserahkan oleh pengelola

kawasan industri maupun pengelola real estate

kepada Pemerintah Daerah.

(2) Untuk mendapatkan perlakuan pengenaan PBB-

P2 atas fasilitae umum/sarana sosial

sebagaimana diatur pada ayat ( 1), Wajib Pajak

harus mengajtikan permohonan kepada Kepala

Perangkat DaerW dengan disertai bukti

surat-surat dan keterangan gambar situasi yang

diperlukari.

{3) Berdasarkan sårat permohonan Wajib Pajak yang

disertai dengan bukti surat-surat dan keterangan

gambar situasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Kepala Perangkat Daerah mengadakan

Peineriksaan Lapangan yang dituangkan dalam

berita acara Pemeriksaan Lapangan, iintuk

meneliti dan memastikan terpenuhinya kriteria

sebagaimana dimaksiid palm ayat( l}.

{4) Kepala Perangkat Daerah dalam mengadakan

Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud

paÖa ayat (3), dapat zrtembezzLutk tTt¥z yaztg

Öitetapkan dengan Kepotusari Kepala Perangkat

Daerah.

PasaJ 16

Setiap petugae yang melaksariakari kegiatan

pendaftaran, pendataan dan periilaian wajib

merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau

diberitahukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan periindang-undangan cli bidang

perpajakan.

Bagian Kedua

Prosedur Penerbitan dan Penyampaian SPPT

Paragraf1

Prosedur Penerbitan SPPT

Paeal 17

(1) Kepala Perangkat Daerah atas nora Bupati

menerbitkan iSPPT/SKPD/iSKPI3N.

(2j SPPT dtcetaI+/diterbitAan berdasazlcart data yang

te1att tersedia pada basis ctata PernezTrttaft Daeraft

dal /atau berdasarlcatt yazzg rIisazrzpa{]<azj

oleft lajib Paj .

(3} SPPT/SKPD/ iSKPDN dapat ctiterbitkan melalui:

a. peiicetaRan massal;

b.pencetakan biasa dalam rangka:

11) pembuatan salinan iSPPT/iSKPD;



(2) penerbitan SPPT/SKPD/ iSKPDN sebagai

tindak lanjut atas kepiitusan keberatan,

pengurangan attu pembetulan;

(3) tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak barn;

(4) mutasi objek dan /atau Subjek Pajak.

(4) Pencetakan maseal sebagaimana dimaksud pada

ayat (0) huruf a dilaksanakan pada triwulan

pertama taliun berjalan.

(5) Permohonan eetak salinan SPPT/SKPD Buku 1

dan Buku II disampaikan kepada Perarigkat

Daerab melalui Resa/keluralian dengan

persyaratansebagcibefilmıt:

a. surat pecnohonan slînan SPPT yang

ditandatangarii oleh desa/kelurahan; dan

b.melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk,

kartu kelnarga dari Wajib Pajak.

(6) Permohonan cetak salinan SPPT/SKPD Etnku III,

Buku IV dan Buku V disampaikan kepada

Peraz great DaeraÖ deztge persyaratarz sebagai

beril<ut:

a. surat permohonan saıinan srwr yang

ditandatarıgani oleh wajib pajak; dan

b.melampirkan fotokopi kertu tanda penduduk,

kartu kelııarga dari Waib Pajak.

Bentuk surat permolıonan sa1in«n srn

sebagaîcaarta dîmat+sud pada ayat (5) buruf a

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

Pasal 18

(1) SPPT bulman mel- paI<azt b ti bepemiJît+an bale.

SPPT bezfrtztgs1 sebagai surat pezoberitabuan

te taJag Pajak usta zoeztetzrpkan be»aroya Pajab

te tang yartg kaz-us dibayar dalam1 (aaUz) Tai uzt

(2) Dalam rarrgka meningkatkan efisiensi

pelaksanaan tugas, khususnya peoandatanganan

SPPT, maka penandatanganan SPPT dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a.cap dan tanda tangan cetakan untuk ketetapan

sampai dengan Rp.500.OOO,OO (lima ratus ribu

pîaD); dan

b. cap öazz tarzda taogazt basab \zrttuJc Icetetapan

iebl dari Rp.500.ÖOO,OO (lizna ratus ribu

(3) dormulir SPPT terdiri dari informasi sebagai

berikut:

abagiamatas:



1. nornor seri formulir;

2. nama Perrierintali Daerali dan instamsinya;

3. informasi berupa tulisan "SPPT PBB-PT

bukan m erupakan tanda bukti kepemilikan

4. jenis Pajak;

5. NOPD;

6. letak Obj ek Pajak;

7. maria dan alamat Wajib Pajak;

8. nomor pokok Wajih Pajak;

9. luas Bnmi dan/ alan Bangunan;

10.kelas Biimi dan/ atau Bangunan;

MNJOPpermeterp sem(m2)Bumidan/atau

B n ;

2 otMuJOPBumidan/aauBan nam;

13 NJOP sebag%dasarpengenaanPBB-P2;

14.NUOP fidJkkenaPaah;

15 NJOPunt perhitunganPBB-P2;

10.PBB-P2 terhntang;

17.PBB-PA yang harris dibayar;

l8.tanggalj atuh tempo;

19.ternpat pembayaran; dan

20.penandatanganan.

b.bagianbawah:

1. namaWajib Pajak;

2. letak Obj ek Pajak;

3. NOPD;

4. SPPT takim/ Rp;

5. tamggal diterima;

6. tanda tangan; dan

7. nama terang.

(4) SPPT PBB-PT dikelompokkan menjadi5 (lima)

boju daftar himpunan ketetapan Pajak yaitu

a.buku I jumlah pokoR ketetapan Rp.0,OO (not

rupiah) sampai dengan Rp.100.OOO,OO (seratus

ribu rupiah);

b.biiku II jnmlW pokok ketetapan Rp.100.OO 1,OO

(seratuu ribe satu rupih) sarnpai dengan

Rp.OOO.OOO,OO (lima ratus ribu rupiW);

c.buku III jumlah pokok hetetapan Rp.OOO.OO 1,00

(lirna ratus ribii satu rupiah) sarnpai dengan

Rp2.OOO.OOO,00 (duajuta rupiah);

d.buku IV jumla pokolc ketetapan

Rp.'2. OOO.OOl,OO (ctua juta satu rup iadn) sarnpai

dengan Rp.5.OOO.OOO,OO (lirria juta rupiah); dan

e.buku V jmmlah pokok ketetapan di atas

(limajuta rupi n).

(5) Bentiik dan isiSPPT sebagairnana dimaksud pada

ayat ( 1) tercantum dalam Larnpiran V yang

mernpakari bagiari tidak terpis ic ciari



Peraturan Biipati ini.

Pasall9

SK› D cliterJsitkan dalam talsebagai bsrik t:

a.. apabila du / atau LSPOP tictak disampivan

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) fart setelah

tanggaJ diterimanya SPOP de/ atan du

setelah clitegur secara terMlis oleli Kepala

Perangkat DaerW sebagairnana ditentnkan dalam

skumt tgguran; dm.

(1)

(31

b. sårat teguran sebagairnana dirriaksud pada hiiruf

a rnerupakan sårat pemngatan kepada Wajb

Pajm. ur.tuk men3arnpaikan S.OP dan /atau

yang harus diisi denganj elas, benar den

lengkap.

Pasal2O

memberikan surat keterangan NJOP kepada Wajib

Pajak sesuai permohonan Wajib Pajak, dengan

ketentuan:

a. SPPT PBB-PM belum dlcetak oleh Perangkat

Daerah;

persyaratan adrninistrasi yang rnembutuhkan

adanya SPPT (termasuk untuk yang

c sebagi peogganfl SPPT dMam halrnutas PBB-

P'2 dan/atau Pernhetalan PBB-PÅ dalarn hat

PBB-PÅ taliun berkenaan telW ditarik

Perangkat Daerah.

KepVaPerangkatDaerah atas nama Bupai dapat

mernberikan salínan SiPPT/SKPD/ STPD atas

perrnohonarr Wajib Pajak.

Kepala Perangkat DaerW atas nama Biipati dapat

merriberikan sorat lceteranpan NJOP dari salinan

SPPT/HKPD/ STPD.

BentM surat keterangan des surat permohonan

NJOP aebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

tercantiiirr dalam Lampiran VI yang merupakan

bagian tidak terpisWlan dari Peraturan Bupati

PenyampMan’SPPT

Pasal2l

(I) SPPT disumpaikan kepada Wajib Pajak den;gan



ketentuan:

a. buku I, buku II, sebagaimana dimaksud dalam

PasM 18 ayat (4) huruf a dan huruf b,

dlsampaikankepada /ajb PajakmelaluikepMa

desa/loraJn Öiketalıui caınat; dan

b.boku III, boku IV dan buku V sebagaimana

dimaksod dalam Pasal18 ayat (4)hmruf c,hıırcıf

d dan huruf e Wajib Pajak oleh Perangkat

Da era .

12} Sebelum SPPT disampaikan pada Wajib Pajak

dilakukan kegiatam Pemeriksaan terhadap isi

SPPT,y attı rneliputi:

a. Subjek Pajak; dan

b.Objek Pajak; dan/ attı

c. NJOP.

Pasal 22

(1) Penyarnpaian SPPT dilaksanakan pada tri an

pertama tahun berkenaan setelah selesai

pencetakan rnassa1.

(2) Jangka waktu penyampaian SPPT selarnbat-

I batnya '25 (dna puluh lima) hari kerja dari

kepala desa/lurah kepada Wajib Pajak.

PasM23

(1) Penyampaian SPPT oleh Perangkat Daerali kepada

kepala desa/1urah ditiiaugkari dalarn herita acara.

t2] Berita acara penyampaian iSPPT sebagaimana

ctimaksiid pada ayat( 1) ctibuat oleh camat dalarn

rangkap3 (tiga) iintuk didistribusikan kepada:

a.camat;

b.kepala desa/lura; dan

c.Kepala Perangkat Daerali.

(3) Berita acara penyarnpaian SPPT PBB -P2

sebagaimana dimaksud pada ayat( 1)dan ayat (2)

harus ditandatangani oleh masing-rnasing pihak.

(4) Fnrmat berita acara penyarnpaian SPPT

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum

dalarn Larnpiran VI1yang merupakan bagian tidak

terpisWkan damPeraturan Diipati irii.

Pasal24

(1} Wajib Pajak wajib menandatang i tanda bııktî

penerimaan SPPT dan mencantomlcan tanggal

diterirnanyaSPPTtersebut

(2) Tanda bokt peoemmaan SPPT sebagaûnana

dhnaksud pada ayat(1) merupahan dasar da1arn



pelaksanaan penagiJnan.

{3} Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian

bawah SPPT selanjutnva disampaikan kepada

kepala desa/ lurali.

(4) Kepala desa/liras sebagaimana ciimaksud pada

ayat (31menghimpun dan rnerıvinıpan tanda bukti

penerimaan SPPTy g diterima dari Wajib Pajak,

kemudian dicatat dalam claftar rekapittilasi

penyampaian SPPT dan selanjutnya disampaikan

kepada cairrat.

(5) Daftar rekapitiilasi penyampaian SPPT

sebagaimana climaksud pada avat {4)ctiseralukan

ke Perangkat Daerah c›1eh cornat setiap hari kerja

dengari menggunakan Ucta terirna formsliriSPPT.

Pasal25

(1) SPPT yang tidak diterima atau tidak disampaikan

kepada Wajih Pajak oleh k:epala de sa/lurali harus

dikembalikan kepada Perangkat D aerW melaliii

camat dengan berita acara pengembalian SPPT.

(S) SPPT yang dikembalikan sebagaimana dirnaksud

pada ayat( 1)disebabkan karena SPPT ganda

Wajxb Pajak dan/ atau penanggung Pajak tidak

dapat ditem utan

(3) Format berita acara pengembalian SPPT

sebagaimana climaksiid pada ayat ( 1) tercantum

dalarn L pir VIII y g merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Biipati int.

Bayan Kefiga

ProsedurPenıbayarandau Pengangsuran

Paralel

Pembayaran

PasM26

(1) PBB-P'2 yang terutang öibayar dî Bank Persepsi

atau teropat Izin yang etitetaplcan oleh Bupati.

(2) Pembavaran PBB-P2 secara ttınai dapat dilalrukan

oleh Wajib Pajak melalui petogas pemııngut

desa/kelurahan.

(3) Pembayaran PBB-PA yang terutang dilakukan

dengan rnenggurıakan SPPT/STPD dan/ atar

menunjukan NOPD PBB-PA yang telaş diterima

oleh Wajib Pajak.

(4] Hasil penerirnaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud

pada ayat (2)harus disetor leeHank Persepsiatar

ternpat lain yang ditetapkan oleh Bııpati paling

larnbat1 x 24 (satu kall dua puluh empat)j am.



5 ApabÜa pembayar:*n Paak sebagaûnana

‹fmsksud pada ayat (2) jatuh pada haü hbur

{1)

(2

maka pembayaran Pajak dila1<ukan pada hari

keria berikutnya.

(6) Per )wkan Bank Persepsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Pasal 27

(1) Dalam rangka efisiensi penyetoran PBB-P2 dari

petugas pemungut dess/kelura an ke Bank

Persepsi atau tempat lain yang ditetapkan oleh

Bupati, pihak desa/kelurahan:

a. Membuat jadwal penerimaan PBB-P'2

sekurang-kurarijgnya1 (satu) minggu sekali;

b. Menunjuk petugas PBB-PÅ desa/keli ralxan

untuk melakukan penyetorari PBB-R2 melalui

Bank Persepsi atau tempat lain yang ditetapkan

oleh Bupati;

(2) Penjadwalan penerimaan PBB-PA sebagaimana

dîzoaJcsud pada ayat (1)has dîsosîa1is

lcepada masyarakat dand iRnordinasikan dengan

Perangkat Daerah.

PasalP8

Pembaycran PBB-I/2 terutang dî BaııR Persepsî

yang dRunjuk sebagaûnana dhnaksud dün

Pasal 27 ayat (1)dilakukan dengan menggunakan

layanan perbanknn baik secara turıai maupun

non turiai.

Pembayaran PBB-P'2 secara non tunai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap

sah apabilajumlah rekening Wajib Pajak yang ada

pada tempat pembayaran elektroriik telah berhasil

ctidebet oleh Bank Pereepsi.

(3) Bukti pembayaran/penyetoran PBB-PA yang

diterbitkan di tempat pembsryaran sebagaimaria

dimaksud pada ayat (1) ‹fianggnp ssh sebagai

SiSPD/STTS apabila telah dicantumkan ‘Approval

Code°.

(4) Tanda biikti pembayaran PBB-PM yang terutang

sebagaimana dimaksu‹l pada ayat (l}

menggunakan ss D atau bukti pembayaran lain

yang sah berdasarkan peraturan perundang-

(5) Bentuk dan iziSSPD sebagaimana Öimaksud pada

ayat (Al tercantum dalam Lampiran IX yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari



Peraturan Bupati ini.

Pasfl29

PBB-P2 yang terutang wajib diliinasi sebelum

lewat tanggalj atuh tempo pembayaran.

Paragraf2

PengangsuramPembayran

PasM3O

(1) KepMa Perangkat Daerah atas permohonan Gajib

Pajak setelah rnernerum persyaratan yang

ciitentukan dapat memberikan persetujuan

kepocla Wajib Pojok untuk rnerlgangsur

pembayaran PBB-P2.

WajîÖ Pajok y g menıeuuFıi persyaratan yang

Öitentukan sebagaimana dîmaksud pacla ayat ( 1)

terdiri atas:

a.Waiib Pajak Bad an yang mengalami kesulitan

lilcuiditas, dibuktikan dengan menurijukkan

besarnya rasio aktiva lancar terhadap utanq

lancar kurang dari i (satu) serta melampirkan

laporan kemangan tahun sebelumnya dan/atau

SPT ta unan Pajak pengJnasilan badan tahun

sebeiiininya;

b.Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami

kesulitan keuangan, dibnktikan dengan:

1. surat keterangan udak marripu ciari kepala

desa/ lurah dalam Tal Wajib Pajak tidak

menyelenggarakan pembukuan; atau

2.serimnjiikkam bosarnyo resin tive Um car

terhadap utang lancar kurang dari 1 (sal)

dücum hM lajb Pajak dimaksud

ıucnyeleııg ‹ıK › pcıuL m ı; ucrLa

3. melampirkan laporan lceuangan tahun

sebeluronya;

e.W"ajiii Uajaky -«rig iiieiigalanxi keaciaan cli luar

kekuasaarbryr g meliputi bericana alum,

kebakaran, hiiru-hara/kerusuh rnasal, atau

iieaclare lain berdasarlian portimbangan Buy ati.

(3) Batas waktu peliinasan pengangsuran atas

pembayaran PBB-P2 terutamg dapat diberikan

pa1*ng lama pada tanggal jat'uh tempo.

(4) Apabila S PPT/ SKPD/ STPD tidak atau kurang

dibayar setelW j atuh tempo pembayaran

tcrlampa , ciikcnakan sanksi actrrñriistratif

berupa bunga sebesar 1% (satu perser'-) sehulan

zoaîcsirnal 24 (Öua pul empat) bulart dart ditagik

Pernbny•man omgsur PBB-P2 dflalcukan deogam



C
'

C
'

menggunakan SSPD PBB-P2.

(6) Format surat permohonan pengangsiiran

pembayaran dam surat persetujuan pembayaran

angsuran sebagaimana dlf£l£vitSxid pada ayat ( 1)

tercantum dalam Lampiran X yang merupakan

bagian tidak terpisahkari dari Peraturan Bupati

ÎfIİ.

Bagian Keempat

Prosedur Pelaporan

Pasal 31

(1) Pelaporan PBB-P2 dilaksanakari oleh Perangkat

Daerali.

(2) Pelaporan PBB-R2 bertujuan unttik memberikan

ztfo asi test g zeafisasi perteri aaart PI3B-P2

sebagai bagta dali pertÒapatazt assi ctaerafz.

(3) Pe1aporan sebagaTzoazta dama sud pada atat (1)

berdasarkan SPPT, SKPD, SSPD, dan dokumen

lain yang sah dari bank tempat pembayaran.

(4) Perangkat Daerah xrienerima laporan perierimaafi

PBB-R2 dari bank tempat pembayaran paling

lanbat pada tanggal 10 (sepuluh) bıüan

berilrtıtnya.

(5) Format pelaporan PBB-P2 sebagaimana cfimaksud

pada ayat( 1) tercantum dalam Lampiran XI yang

merupakan bagian tidak terpisahkari dari

Peraturan Bupati ini.

B anKelûna

ProsedurPena/han

Penagihan dilaksanalcan oıelalui penetapan STPD,

SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

(2) STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana

cltozaJcsuö pada ayat (1)dapat dtd< tidezzgan sorat

teguran dan/ata.u surat paksa.

(3) Sebelum surat teguran diberikan, dilakukan

iipaya persuasif selama 1 (satu) bulan setelah

jatulx tempo.

(4) Surat tegurarı sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) diberîlcan 7 (tujuh) Dari sete1aö dî1aJcuAart

upaya persuasîf.

Dal£tzn rangka meningkatkan efisiensi

pelaksanaan tugas, khususnya penandatangaoan

BTPD, maka penandatanganan STPD düsAulmm

denganketentuansebagaiberikut:

icap dan tsnda tsngan cetaksn umtulc tagiAan

sarnpm dongan ratus nbu



rtıpiah); dan

b. cap dan tanda tangan basah nutuk tagihan

lebih dari Rp5OO.000,00 (lima ratue ribo

rupiah).

Pasaî33

(1) PenetapanS KPDKB/ SKPDKBT, dilakukan melalui

tahapan:

a. Perangkat Daerah inemeriksa SPPT/SKPD,

iSTPD, SiSPD sebeluxn lewat jangka waktu 5

(lima) tahun sejak dibayar oleh Wajib Pajak;

b.Terhadap SPPT/SKPD, STPD, SSPD yang

ternyata kurang bayar, Perangkat Daerah

menetapkan SKPDKB/SKPDKBT;

c. Wajib Pajak menerima SKPDKB/ iSKPDKBT dan

membayarkan PBB-PÅ terutang stenar dengan

prosedor pembayaran PBB-PÅ.

(2) Penerbitan Surat Teguran, melaliii:

a. svrD, SKPDxn, sKPOKBT, Surat Kepııtusarı

Peznbetulan, Surat Kepotusan Keberatan dan

Pcıtuean Banding yang menyebabkan jumlah

Paak yang harus dbayar b t nbah

merupakan dasar penagîhan PaaA dan hsrus

düunas dalaon jangka waktu pshng sana 3O

( apiuh)badsejakmng üdıerbUcan;

b.dalam hal STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan dan Putusan Bending dalam jangka

waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a,

maka dalssm waLtu 30 (Uga puluh) seak had

jatoh tempo Perangka.t Daerah melakukan

upaya pereuaeif kepada Wajib Pajak agar

melunasi PBB-M terutang;

c. setelah 30 (tiga pulııh) mart sejak hart jatuh

tempo, atas permolıonan perıundaan atau

pembayaran PBB-P2 secara mengangsur oleh

Wajib Pajak yang dîsetujui, Perangkat Daerah

tetap melakukan upaya persuasif lıepada Wajib

Pajak agar melunasi PBB-PA terutang; dan

d.setelalı 15 (lima belas) hart sejak jatuh tempo,

atas perınohonaıı penıın‹faan atau pembayaraıx

Pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang

tidak disetujııİ, Perangkat Daerah menerbitkan

surat teguran.

(3) Format surat teguran sebagaimana dimaksud

pada ayat (2)tercaotum dalam Lampiran MII yang

mervtpakan bagian tidak terpisahknn dari

Peraturan i3upati ini.



Bagian Keenam

Mutaei, Pembetulan, Peınbatalarr,

Pengurangan Ketetapan Öarr Pengurangan atau Penghapusan

(3}

SanksiAdmûüsWaüf

ParagrM1

Umum

PasM34

(1) Kepala Perangkat Daerah atas nama Bnpati dapat

membetulkan SPPT, SKPD dan STPD yang dalam

penerbitam ya terdapat kesalahan tulis dan/atau

kesalahan hitung dan /atau kekeliruan penerapan

ketentuan tertentu ñtalam peraturan percindang-

uridangan perpajakan daerah.

(2) Kepala Perangkat Daerah atas permohonan Wajib

Pajak secarajabatan dapat:

a.melakukan perubahan mutasi data

objek/Subjek Pajak;

b.melakukan pembetulan SPPT/SKPO/STPD yang

c. membatalkan SPPT/SKPD/ iSTPD yang tidak

benar;

d.mengnrangkan SPPT/SKPD/STPD; dan/atau

.e. mengurangkan atau menghapuskan sanksi

administratif PBB-P2 berupa burrga, denda dan

kenaikan yang clikerrakan karena kekhilafan

Wajib Pajak atau bukan karena kesalahari Wajib

Daim konls tstentu, Bupaü dapat

mengurangkan aau menghapuskan sanlmi

adminilraüf RBB-P2 berupa bunga dan deüda

karena:

a. Sxibjek Pajak terkena bencana sosial dan/ atau

wabah penyakit;

b. Objek Pajak terkena bencana alaxn seperti

gempa bumi, banjir, tanah longsor, atau sebab

lain yang luar biasa seperti kebakarari,

kekeflngaı wabah penyalöt tansznan ataupun

hanna tanaman; dan/ atau kon‹fisi tertentu

lairınya seperti program percepatan

penyeleRaiam piutang, pemberian stimulııe

nutuk meningkatkan perekonomian masyarakat

dan peringatnn harija‹fi Kabupaten Toba.

Pengurangan atau perıgiıapusan sarıksi

adoıûüsdaöf PBB-P2 berupa bunga dan denda

dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) ditetapkan dengan Kepottisan

Bupati atns usul Kepala Perangkat Daerah.

(5) Dalam rangka percepatan target penerimaan PBB-

P'sKepada Perangkat Daerah dapat mengurangkan



(6j

ataii menghapuskan sanksi administratif PBB-P2

berupa bunga dan denda.

Pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif PBB-P2 berupa bunjga dan denda

dalam rangka percepatan target penerimaan PBB-

P2 sebagaimana dimakslid pacla ayat (5}

ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul

Kepala Perangkat Daerali.

Pia af2

Mutasi

PasM35

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan mutasi/pertıbahan

atas data objek/subjek Pajak yang diakibatkan

oleh joel-be1i, wnris, lıibah atau seba.b lairı yang

mengakibatkan berubalınya objek/ isubjek Pajak.

(2) Perıgajuan permohonan znutasi/perubahan

objeJ</Svıbjel< Pojak sebognimana dimaksıad pada

ayat( 1)dapat diajukan secara perorangan

maupun kolektif dengan ketentuan:

a.mengajukan permohorıan secara tertulis halam

babasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala

PeranghatDaerah;

b.surat permohonan ditandatangani oleh Wajib

PajaR, daxi dWaxri hal surat permohonan

ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus

dîtazzzp ri deztgazz Surat f' was a;

mengiei SPOP dan/atau LSPOP denganjelas,

benar, dan lengkap serta ditandatangani;

d.permohonan kolektif öiajukan uritulc SPPT

dengan ketetapan tidak lebih dari

Rp1.OOO.OOO,OO (satu jiita rupiah);

e. melampirkan allt som tahiin berjalan;

f. telah melunasi PBB- 2;han

g. melampirkan bukti pendukung eebagai berikut:

1. fotokopi kartu tanÖa penduduk atau kartu

lceluarga dari Wajib Pajak;

2. surat tanda bukti Irak atas bili2’ll FRU/&täI

beansebagaimana dimaksud dalam

Pasal4 ayat (4)hurufc;

(3) Sorat Setavazt BPHTI3 yazzg teli Öiva1idasi,

öibayar dan dîlaporkan oleh PPAT dalam laporan

bıılanannya ifapat Öianggap sebagai permolıonan

mutnsi PBB-P2 perorangan.

(4) Bentuk formulir permohonan mutaei/peruba an

objek/Subjek Pajak sebagaimana Öixnaksud pada

ayat( 1)tercantum dalam Laınpiran XIV yang

merupakan bagian tidak terpisalıkan dari

Peraturan Bııpati irıi.



PembetulanSPPT

(1) Dalam halSPPT telah ñisampaikan kepa‹ ii Wajib

Pajak dan ditemukan kesalahan seperti mama

Wajib Pajak, alamat, luasan Objek Pajak, Wajib

Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan

kepada Perangkat Daerah.

Atas permohonan pembetulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah

melakukan verifikasi dan pembetulan.

(3) Verifıkasi dan pembetulan eebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 6

(enam) bulan sejak diterimanya

pengajuan/permohonan dari Wajib Pajak.

(4) Permohonan pembetulan SPPT, SKPD, STPD dan

SKPDLB PBB-M dapat diajukan secara

perorangan manpuıı kolektif dengan ketentuan:

a.permohonan pembetulan secara perorangan

harue memenııhi persyaratan Eebagai beriKcıt:

1. setiap perzztoltoztart kaztya dapat diaj art

uzttuJc 1 (satu) surat 1<epututsart atau surat

ketetapen;

2.diajukan secara tertulis halam Bahasa

Indonesia ‹fisertai alasan yangjelas;

3.diajiikan kepada Bupati melalui Kepala

Perangkat Daerah;

4.surat permohonan ditandatangani oleh Wajib

Pajak, dan dalam Tal surat permohonan

ditandatangani oleh bulan Wajib Pajak harus

dilampiri dengan isurat Koasa;

5.mengisi den/atati LSPOP dengam jelas,

benar dan lengkap serta ditandatangani,

urituk kesalahan ZNT dan kesalalian närma

Wajib Pajak atau alamat objek atau Subjek

Pajak, sedangkan untuk kesala an yang

disebabkan karena kekeliruan memasukkari

data. tidak perlu mengisi dan/atau

LSPOP; dan

6.melampirkan bultti pendukung sebagai

berikut:

a) surat pengantar dari Desa/Keliir h

b}

)

d)

vtntuk tanah yang belum bersertifikat;

asu sPPT/sKPD/sTPD/sKPDLB tahuri
berkenaan;

telah melunasi PBB-R2;

fotokopi lcartu tanda penduduk atau kartu

keluarga dari Wajib Pajak;



e} surat tanda bukti hak atas Bumi dan/atau

Bangunan eebagaimana dimaksud dalam

Pasa14ayat4)hurnfc; dan

b. permohonan pembetulan secara kolektif harus

memenuhi persyaratan sebagai herikut:

1. diajukan untuk SPPT tahun Pajak yang sama

dengan Pajak yang Terutang iintuk setiap

SPPT dengan ketetapan tidak lebih dari

Rp5OO.OOO,OO (finna ratus ribu rupiah);

2, diajukan secara tertulis dalam Bahasa

Iridonesia ‹fisertai alasari yangjelas;

3.diajultan kepada Bupati melalui Kepala

Perangkat Daerah;

4.Etiajukan melalui kepala desa/lurat

setempat;

5. mengisi sor dan/atau dengan jelae,

benar han lengkap serta ‹fitandatangani,

untuk kesalaÖarr ZNT dan kesalahan nama

Wajib Pajak atau alamat objek atau subjek

saja, sedangkan untuk kesalahan yang

disebabkan karena kekeliruan memasukkan

data tidak perlu mengisi SPOP dan/ atau

Lsro; dan

6.melampirkan bukti pendukung sebagai

berikut:

a) asli SPPT/SKPD/ STPD/ SKPDLB tahuri

berkenaan;

b) telah mel asi PBB-PÅ;

c) fotokopi kartu tanda pendnduk atau kartu

keluarga dari Wajib Pajak;

d) surat tancta bukti bak atas bumi daix/atau

bangunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal4ayat(4)hurufc;dan

C.tstngga1 penerimaan surat yang dijadikam dasar

untuk mernproses surat permohonan adalah:

1. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hat

disaznpaikan secara langsung oleh Wajib

Pajak; hon

2.ta ggal steotpe1 poe, dalazzt tal erat

permolionan dieampaikan melalui pos.

(5) Perznohonao pembetulan sebagaimana dimaksiid

pada ayat( 1)meliputi pembetulan atas kesalalxan

atau kelceliruan yang bersifat maniisiawi tidak

roeriganöung persekongkolan antara Fiskus Utan

Wajib Pajak, berupa keealahan tulis, kesalahan

bitung, kekeliruan penerapan ketentuan tertentu

dalam peraturan perundang- undangan teröadap

surat keputusan atta surat ketetapan sebagai

berikut:

a.SPET;



Ö.SKPD;

c.STPD;

d.surat kepntusan pemberian pengurangan;.

e.surat kepotusan pengurangan sanksi

aclrni ni stratif;

f. lurat Kepiitusan Pembetulan;

g.lurat Keputusan Keberatan;

h.Surat Kepi fn san periaberian imbalan bunga;

dam

i. Surat Keputusan pengurangan sanksi

adrniriistratif, surat kepuKsan penghapiisan

sanksi administratif, surat keputusan

pengurangan ketetapan pajak, atau surat

keputusan pembatalan ltetetapan pajak.

(6) Permohonan pembetiilan yang tidak memenMi

persyaratan sebagaimana dimalcstid pada ayat( 1)

atau ayat (2), Etianggap bukan sebagai surat

permohonan sehingga tidak dapat

ctipertimbangkan.

(7) Dalam hat permohonan pembetulan tidak

dipertimbangRan sebagaimana dimaksud pada

ayat { 1), Kepala Perangkat DaeTali barns

mernberita ukan secara tertnlis kepada Wajib

Pajak atau kuasanya.

(b) Berituk formulir permohonan pembetulan DPPT

sebagaimana Öimaksud pada ayat (l) tercantum

datorn Larnpiran XV yang rrierupakan bagian tidak

terpisöken dari Peratur Bupati ini.

Paragrai3

PeznbatMan

Pasd37

(1) Perribatalan atas SPPT/SKPD/ STPD dapat

dilakukan apabila SPPT/SKPD/ HTPD tersebut

tidok herrar den seharusoya iidak diterbitk .

(2) Ketidakbenaran iSPPT/ SKPD/ STPD sebagairnana

dimaksud pada ayat( 1)meliputi:

a.data garida Objek Pajak;dan/ atau

b.Objek Pajak tidak ditemiakan.

(3) Pengajnat permohonan pembatalan

SPPT/nKPD/ STPD PBH-P2 dapat diajukan secara

perorangan/ko1ektif dengan persyaratan

a.surat permohonan diajiikan secara tertulis

dalarn BWasa Indonesia;

b.diaju1<an kepada Biipati melaloi Kepala

Perangkat Daerah;

c. permohonan Kolektif diajukari iintuk SPPT

dengan ketetapan tidak lebiL dari RpD OO.OOO,OO

(lima ratus ribu rupiain);



d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib

Pajab, dam dalam hat surat permohonan

ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus

dìlampiri dengan Surat Kuasa;

e. surat pengantar dari des a/ kelurWan untuk

pengajiaan secara perseorangan;

f. fotokopi Rartu tanda pendatdътk atau kartu

keluarga hari Wajib Pajak;

g asli SPPT thorn yang berkenaan;

h.Jтisus perxтiohonari pernbatalan secara kolektif

dengan alasan objek tidak ada melarnpirkan

surat pernyataan dari kepala desa/lurali yang

menyatakan bahwa Objek Pajak yang

dìbatalkan tersebut tidak akan diajukan

pendaftaran objek pajak barът, baik atas ria.rna

wajib pajak semula rnampus atas narria waj ib

paj ak lain; den

i. surat keterangan kepala desa/luralч.

Paragraf 4

Pengurangan Ketetapaзз

Pasal 38

Pengurangan ketetapan SPPT/S KPD/ STPD dapat

diberikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan:

a. karena kondisi tertentu O bjek Pajak yang ada

hubung nnya dengan Siibjek Pajak den/ atau

karena sebab-sebab tertentu lainnya; dam/ atau

b.dalam ha1 Objek Pajak terkena bencana alam

atau sebab lain yang luar biasa.

Kondisi tertentu Obj ek Pajak yang ada

hubungannya dengan Subjek Paak dan/atau

karena sebab-sebab tertentu 1ainriya sebagaimana

dimaksud pacta ayat( 1)huruf a untulc

a. Wajib Pajwk orang pribadi тnelipьiti:

1. Obj ek Pajak yang Wajib Pajaknya nrarig

pribadi veteran pej ы ø:rig kemerdekaan, veteran

pembela kemerdekaan, penerima tarтdaj asa

bintaзng gerilya, atauj mda/ dudanya;

2. Objek pajak merupakan lahan

pertariian/perikanan/peternakan yang

liasilnya sarigat terbatas yang wajib pajaknya

orang pribacti berpengliasilan rendth;

3. Paj ak berъipa laПaxi

pertanian/perikarian/ peternakan yan;g

fiasilnya sangat terbatas yang W ajib Pajaknya

orang pribadî yang berpenghaьílan renoah;

4. Obj ek Paj ak yang Wajîb Pajaknya orang

pribaÒi yang pengiiasÜannya semata-mata



(4}

berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban

membayar PBB-P2 sulit dipenuhi;

5.Objek Pajak yang Wajib Paj ya orang

pribadi yang berpenghasilan retidab sehingga

kewajiban membayar PBB-P2 sulit

diperiuhi; dan

6. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang

pribadi yang berpengJnasilan rendah yang

NJOP permeter perseginya meningkat akibat

perubahan lingkungan dan dampak positif

pembangunan.

b.Wajib Pajak Badan melipiiti ObjeR Pajak yang

Wajib Pajaknya adalab Wajib Pajak Badan yang

mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas

tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat

memen kewajiban rutin.

(3) Bencana vlam sebagaimana dimaksiid pada ayat

( 1)hurufb merupakan bencana yang diakibatkan

oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang

disebabkan oleh alam, meliputi gempa bumi,

tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan,

angie topan dan tanalı longsor.

Sebab lain yang luar biasa sebagaimnna dimaksud

pacla ayat( 1) hurufb meliputi kebakaran, wabcdn

penyakit tanaman dan/atau wabah lama

tarıaman.

PasslB9

Pengurangan sebagaimana dûnaksud dalam Pasal

38 ‹fiberikan kepada Wajib Pajak alec PBB-P2

yang terutang yang tercantum dalam SPPT/ SKPD.

(3) PBB-P2 terutang yang tercanturo daüsun

SPPT/SKPD sebagaûnana dünaksud pada ayat (1)

adalah pokok Pajak dıarnbah dengan sanksl

admûûsGaûi

(3) SPPT/SKPD sebagahoana dûnaksud pada ayat (2)

yang telafi diberikan pengurangarr tidak dapat

dimintakan iintuk sariksi admiiiistratif.

(4) Bentuk formulir permohonan

pengiirangan/pembatalan perorangan dan kolektif

tercanturn ds1anı LanıpiranXVI yang rnerupakan

bayan ûdak terpisahkcm dari Peraturan Bupati

ini.

Pengıırangan ketetapan sebagaiınana /Hrnaksud

dMaooPasal39dapatdîberikan:

a. sebesar 75 % (tujufi puiuh lirna persen) dari



PBB-P2 yang terutang dalam konÖisi tertentu

sebagaimana Öimaksud dalam Pasal 38 ayat ('2)

hi:ruf a angka1;

b. sebesar paling tinggi 7 5°% (tujoh puluh finna

persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam kondisi

tertentu sebagaimana dirriaksud dalarri Pasal 38

ayat (2) huruf a angka 2, ngka 3, angka 4

dan/ atau angka 5;dan

c. sebesar paling tinggi 100% (seratus perseri) dari

PBB-P2 yang terutarrg dalam JnaJ obj ek paj ak

terkena bencana alarn atas sebab lain yarig har

biasa sebagaimana dimaksud dale PasalH8 ayat

( 1)hiiruf b.

Paragraf5

Penghapusan atau Pengurangan karıksi Adrnimistrasi

Pas al4 1

{l Permohonan pengha.pusan atar pengurangarı

sarıksi administrasi diajukan secara

perseorangan/ kolektif.

(2) SPPT/ SKPD/ STPD yang telah diajukarı

perrmohonan penghapusan atau pengurangan

sanksi administrasi tidak dapat cfiajukan kembali.

(3) Bentuk formulir permohonan penghapusan atar

perrgurarigan sanksi admirristrasi sebagairriana

ctimaksud pada ayat (1} tercantum dalam

Larripire CVII yang rnernpakan bagian tidak

terpisWRan dari Peraturan Bup Iti III.

(1) Keputusan Bupati berupa penghapusan atau

pengurangan sanksi administrasi dapat berupa

mengabulkan seluruhnya atau sebagiam atau

menolak.

(U Keputusan Bupati sebagaimana dimaksııd pada

ayat( 1)didasarkan pada hasil pemeriksa .

Bagian Ketujuh

Prosedur Keberatan dan Banding

Paragrafl Keberatan

Pasal€3

(1) Wajib Pajak dapat merıgajukan keberatarı kepada

Bupati atas:

a. penetapan sebagai Wajib Pajak; dan

b.SPPT dan SKPD.

|2} Pengajııan keberatan atas SPPT/SKPD

sebagaimana öimaksud pada ayat ( 1) kurul b



lö)

(4)

(5|

dapat dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak menganggap liias objek Bumi dan

atau bangunari, klasifikasi atau NJOP Bumi

dan/atau Bangunan yang tercantuDi dMmn

SPPT/SKPD tidak sesuai dengan keadaan

eebenarnya; dan

b.terdapat perbedaan penafsiran peraturan

perundang-undangan PBB-PÅ antara Wajib

Pajak dengan Fiskus.

Keberatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)

dapat diajukan secara:

a. perorangan atau kolektif untuk SPPT; dan

b.perorangan untuk SKPD.

(4) Keberatan terhadap SPPT dan SKPD dengan

ketetapan sampai dengan Rp.OOO.OOO,OO (dra

ratus rifiu rupiW) diajukan secara perorangan

atas kolektif melalui kepala desa/lurah yang

bersangkutan.

(5) Keberatan atas SPPT dan SKPD dengan ketetapan

di atas Rp.2OO.OOO,OO {dna ratus ribu rupiabJ

diajulcan oleh Wajib Pajak secara perseornrigan.

Bentuk formulir permohonan keberatan atas

pajak terhtitang sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) tercantum dalam L piran CVIII yang

merupakan bagian tidak terpieahkan dari

Peraturan Bupati ini.

11) BupaÖ dalam jangka waktu paling larva 1H (dna

belas} bulan sejak tanggal surat pengajuan

keberatan eebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

ayat (1) diterima, harus menetapkan keputusan

atas keberatan yang diajukan berdasarkan berita

acara Pemeriksaan.

(2) Dalamjangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan

tambahan atas penjelasan tertulis sepanjang

Surat Keputusan Keberatan hela diterbitkan.

(3) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)clapat berupa menerima seluruhnya

atau sebagian, menolak atar menamba besarnya

pajak yang terutang.

Apabila jarıgka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (l) telafi lewat dan Bopati tidak

memberi suatu keputusan, maka keberatan yang

diajukan tereebut ctianggap dikabu

Penetnpan keputusan atas keberatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} clapat

dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah.



(6) Formulir berita acara Pemeriksaan sebagairnana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalarn

Lanipiran XIX yang merupakan bagian tidak

terpisohIrau dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

(1) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban

wajib pajak membayar PBB-PA yang tertıtarıg dan

pelaksanaan penagihan Pajak.

l2) Dalam hal Reputusan keberatan menyebabknn

perubahan data dalam SPPT/SKPD Kepala

Perangkat Daercth menerbitkan SPPT/SKPD baru

berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubaA

saatjatuhteznpopembayaran.

(3) SPPT/SKPD baru sebagsicnana cKmaksud pada

ayı(2)üdakbisad jukankebmatan.

Paragraf2

B g

Pasal46

(1) Wajib Pajak dapat merigajukan permohonan

ban‹1ing hanya kepada Pengaclilan Pajak terhadap

Surat Keputusan Keberatan yung ditetaplcan oleh

Bupati.

(2) Pengajuan permohonan banding menanggtihk

liewajiban membayar Pajak sampai dengan 1

(satu) bulan sejak tanggal penerbiten Putusan

B amKedelapan

ProsedurPemgerobahanKeebûwcnPembayaran

PasM47

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permolıorıan

perıgembalian kelebihan pembayaran PBB-P2

kepada Bupati dalam hal

a.PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari

yang selıarusnya terutang;

b.dün Aan pembayman PBB-P2 yang ûdak

seharusnyaer ang;dan

cterumngsebagaûnana dbnaAsud pada hurufa

de burufb adWah PaaA yaog rnas h us

dîbayar temnasuk smks adnünMfiafif berupa

bunga denda Mau kenMkan yang ecantum

dalın surat keeapan paâk aau surat

sejercisnya berdasarkan ketentuan perurıdang-

(2) Kelebihan pembayeran PBB-P2 dapat terja‹fi

karena:



(3)

a. perubahan peraturan;

b.surat keputusan pemberian pengurangan;

c.surat keputusan penyelesaian keberatan;

d.kesalaban perıetapan;

e.kekeliruarı pembayaran; dan

f. keputusan pengactilan yang mempur.yat

kekuatan hukum tetap.

(3) Perrrrohonan sebagaimana dimaksııd pada ayat (1)

disarrıpaikan dengan melampirkan sekur .g-

kıırangnya

a.SPPT/SKPD danSSPD asli; dan

b. STPD.

(4) Bupati dalamj angka waktu paling lama 12 (dua

belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan

pengembalian dari Wajib Pajak, menerbitkan:

a.S KPDLB, apabila jumlah PBB-PA yang dibayar

ternyata lebilı besar dari yang seharusnya

terutang;

b.SKPDN, apabila jumlah PBB -P'2 sama dengan

jomla PBB-P2 yang seharusnya terut g; dan

c.SKPDKB, apabila jıımlalı PBB -PA yang dibayar

ternyata kurang darî jumlah PBB-P2 yang

seharusuya terutang.

(5) Perıgembalian kelebNan PBB-P2 dilakukan düam

jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak

cfiterbitkannya HKPDLB.

(6) Penerbitan SKPDLB, SKPDN de SKPDKB

sebagalmama dirnaksııd pacla ayat (4) dapat

dilimpalukan kepacla Kepala Perangkat Daerah.

(7) Forrnulir perznohonan pengembalian kelebiJnan

pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat( l)

tercantum dalam Lampiran MX ying merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

irii.

Pasal 48

(1) Kelebifıan pembayaran PBB-P2 diperhit gkan

telebihdahuludenganmtangPajaklÂnnya.

Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak

atas kelebihari pembayaran PBB-P2, kelebiJnan

tersebut dapat diperhitungkan dengan Pajak yang

akan terutang.

Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat( 1)

dam ayat (T)dilakukan denganpemindWbııkuam.

Bagian Kesembilam

Prosedür Penentuan Kembali dan Penundaan Tanggal/Saat Jatııh

Tempo

Pasal 49



(1) Bupati atas permintaan Wajib Pajak dapat

menentukan kembali tanggal/ sant j atuh tempo

pembayaran dilcarenakan keterlambatan

Òiterirnanya SPPT.

(2) Bupati atas perrriintaan Wajib Pajak dapat

menwnda tariggal/ saatj atuli Dera po pengembalian

SPOP karena sebab-sebab tertentu.

(3) Penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo

pembayaran den menunda tanggal/saat jatuh

tempo pengembalian atas permohonan

Wajib Pajwk sebagaimana dimaksud packa ayat(1)

dan ayat (2) dapat dilimpalikan kepada Kepala

Perar+gkat Daerah.

(4) Formnlir permohonan penundaan tmggalj atuh

tempo pembayaran SPPT sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) dan perrriohonan tanggal j atuh

tempo perigembalian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Biipati ini.

Bagian Kesepuliih

Informasi

Pasal CO

Gajib Pajakdapatmernperolehínforxasyang

berhubuogandenganpelaksanaan PBB-P2.

BAB IV

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

PasalD 1

(1) Bupati dapat merighapuskan piutang Pajak

dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atas sudah

kedalnwarsa.

(2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetaplsan dengan

Keputusan Biipati berdasarkan iisulan Kepala

PerangkatDaerah.

}3) Permohonanpenghapusan piutang sebagairriana

dimaksud pada ayat (2)paling sedikit memuat:

a.ma clan alamat Wajib Pajak;

b.jumlW piutang Pajak;

c. Tahun Pajak;dan

d Masanpenghapusan piutimgPajak.

#) Piutang Pajak yang dapat díhapuskan

sebagaimana dimaksud pada ayat( I) terdiri atas:

a.SPPT;



b.SKPD;

c. STPD; dan

d.Surkt Keputusan Pembetulan, Surat Kepntusan

Keberatan fi(an Putusan Banding, yang

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar

bertambah.

(5) Piutang Paah Wajb Pajâk orang pmbadî yang

menurut data tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau

tidak mungkin ditagih lagt Öisebabkan

a. Wajib Pajak dan/ atau penanggung Pajak tidak

dapat ditemukari atau merfinggal dunia dengan

tidak meriinggalkan harta warisan dan tidak

mempunyai ahli waris atau ahli warie tidak

dapat ditemukan;

b.Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak

mempunyai karta keWyaan lagt;

c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena

Objek Pajak sudah tutup;

d.bak untuk melakukan penagihan sodah

k=daluwarsa; atau

e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagt karena

sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat

ditemukan lagt atau dokumen-doktixrren sebagai

dasar penagihan Pajak ticlak len kap atau tidak

dapat ditolusuzi 1agi disebabkazz beadaan yaztg

tidak dapat dihindarkazı seperti bencana alam,

kebakaran dan lain sebagainya.

(6) Piutang Pajak Wajib Pajak Badan yarrg menıırut

data tunggakan PBB-Rf tidak dapat atar tidak

mungkin ditagih lagi öisebabkan

a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus,

direkei, komisaris, pemegang salam, pemilik

modal atau pilıak lain yang Öibebani nutuk

melakukan pemberesan atau likuidator atın

kurator tidak dapat ditemukan;

b.Wajib Pajak dan/atau penanggtıng Pajak tidak

memiliki harta kekayaan lagi;

c. penagiban Pajak secara aktif telah dilakeanakan

dengan penyampaian salinan surat paksa

kepaW pengurus, direksi, likuidator, kurator,

pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara

langsung maııpun dengan menempelkan pada

papan pengtımııman atar meöia massa;

d.hak nutuk melakukarr penagihan Pajak suda

kedaluwarsa; atar sebab lain seeuai hasil

pemeriksaan.

(1) Untuk memastikan kea‹faan Wajib Pajak atau



(1)

piutang Pajak yang tidak ctapat atau tidak

mungkiıı ditagih lagi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 ayat (1), wajib dilakukan

Pemeriksaan eetempat atau Pemerikeaan

administrasi oleh Perangkat Daerah yang hasilnya

dibuat uraian Pemeriksaan.

(2) Uraian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajıb

Pajak ham piutang Pajak yang bersangkutan

sebagai daear nutuk menentukan besarnya

piutarıg Pajak yang tidak dapat ‹fitagih lagi dan

(3) Piutang Pajak hanya Òapat dluSulkHn urlttlk

Òihapus setelah adanya uraian Pemeriksaan

sebagaimaria dimaksud pada ayat (l).

(4) Perangkat Daerah menyusun daftar usulan

pengÒapusan piutang Pajak berdasarkan uraian

Pemeriksaan dan menyaoipaikan daftar esclau

dimaksiid kepada Bupati

BAB V

PEMERIKSAAN

Pasal 53

(1) Kepala Perstngkat Daerah berwenang melakukan

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

p:emenuhan lcewajlban PBB- PM dan/atau tujuan

lain dalam rnngka melaksanakan ketentuan

peraturan perumdang- éfangan perpajakan

‹faerah.

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatxiham

pemenuhan kewajiban PBB-PC dapat Öilakukan

dalam hal:

a.terdapat inclikaei Wajib Pajak tidak melaporkan

objeii pajaknya derisan beriar; dan

b.Wajib Pajak mengajukan permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran PBB-PC

selain permohoiian karena kepottisan

keberatan, putusan banking, potusan

perrinjmuan kembali, keputusan pengurangari,

atau keputusan lain, yang mengakibatkan

kelebihan pembayaran PBB-PC.

(3) Ruang ling}rcrp Pemeriksaan meliputi Pemeriksaan

atas1 (satu) Talxun Pajak berjalan dan/atau

taliun-tahun sebel ya.

Pemedksaan lakukan dengmi Pememksaan

Kantordan/aauPemeriksaanLapangan.



(2) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam janp=Ra

waktu pMing lama2 (dua) bulan yang dîhıung

sejak tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan

tanggal LHP ditandatangani.

Pemeriksaan Lapangan di1 kan dalamj angka

waktu paling lama4 (empat) bulan yang dihiturig

sejak tarig¡ga1 diterbitkari SP2 sampai d engon

tanggal LHP ditandatangani.

(4) Jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana

ctimaksiid pada ayat (2)dan ayat (3)diselesaikan

dengan rnemperhatikan tempo pemberian

keputusan atas permohonan pengembalian

kelehihan pembayaran.

Pasal35

(1) Hasil Perneriksaan dîtuangRan dalarn bentuk LHP

dan dokurnentaslkamdenganbaik.

(2) LHP digunakan sebagai dasar penerbitan:

a.SKPD; dan

b.S KPD LB.

(3) Bentuk format LHP sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) tercan turn damn Lampiran XLII yang

merupakan bagian tidak terpisa kan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN—LAlN

Pasal 56

(1) Terhadap Objek Pajak yang tidak/ belum dibayar

pajaknya oleh Waj ib Pajak sarnpai batas waktu

yang telaJn ctitetapkan dapat ctil kvı1<

per empelan stiker dan / atau pemasangan banner

yang ınenyatakarı babwa ”Tanah dan Bangunan

Re1ı:.m Dilunasi PBR-PU n.y.”.

(2) Bentuk stiker dan / atar barmen sebagaiınana

climaksııd pada açat (1) termantorn dnlam

Lam pirer XXIII yang rnerııJnaknrı ha giann ticlak

terpisalıknn deri Perat an Bupati ini.

Bentuk surat keterangan dari kepala desa/kelıırWan

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal4 ayat (4)hııruf

a, Pasal C› ayat ('2) Jnuruf a, Pasal 3C›ayat (4)huruf a

rıomorÖ poîn a),PasHJ 37 ayat (3)herif e,dan PasaJ

37 ayat (3)hurufh tercantum dalarn Laınpiran KKIV

yang merupakan baoian tidak terpisalıkan dari

Peraturan Bupati ini.



BAB VII

KKTENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini miilai berlaku,

Peraturan Bupati Toba Smmosir Nomor 33 Tahun

2013tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan PerRotaan (i3erita DaerW

Kabupatsn Toba S anlOSA Tim CO 13 N ornor 33)

dicahut dan dinyatakan tidak berla u.

Pasal59

Peratııran Bnpati ini mulai berlaku pada ta ggal

diuıdangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturar'. Bupati ini dengan

penempatarınya dalam Berita Daerah Kabupaten

Toba.

Ditetapkan diBallge

pada tanggal itin* 2024

BUPATI TOBA,

Cap/ Dto

POLTAK SITORUS

Dinndajngkan ‹Ii Balige

padatanggm taJean 2On4

SRKHKTARIiS DAERAH KABUPATE'.N TOBA,

Cap/ Dto

AUGWiISITORUH

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBATAHUN 2024 NOMOR



LAKIPIRANI

. EFLATL!RÅN BUPATI TOBA

M RG TAHUN 2024

TATA CARA PEMUIüGUTAN PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS



E.D.IT4 EANGUN.AN

F PŁ-RN YATAAN SUBJEK PAJAK

24.JUMLAH BANGUNAN

- 2

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan

lengkap menurut keadaan yang sebenamya, sesuai dengan Pasal9 ayat (2)Undang-Undang No 12 Tahun 1985.

25.NAMA SUBJEK PAJAK/ 26.TANGGAL 27.TANDATANGAN

KUASANYA

-Dalam halini betındak selaku kuasa Surat Kuasa harap dilampirkan

-DaamhatSubekCaakmendaRaiansendiiObekPaak.supaya menggamna‹kanSkeUOenahLoKasiObekPaak

- Batas waktu pengembalian SPOP 30(tiga puluh) hari sejak diterima olah Subjek Pajak sesuai Pasa)9 UU No 12 Tahun 1985

PETUGAS PENDATA MENGEFAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

28.TANGGAL {TGL/BLN/THN) I / 32.TANGGAL (TGL/BLN/THN)

29.TANDATANGAN

30.NAMA JELAS

31.NIP

KETERANGAN:

33.TANDATANGAN

34.NAMA JELAS

35.NIP

SKET/ DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

- Gambarkan si‹et/denah lokasi objek pajak

(tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/

jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang

mudah diketahui oleh umum.

- Sebutkan batas-t'atas pemilikan sebelah utara,

selatan. timur dan barat.

Contoh Penqqambaran

Jalan Kerinci

Rurhan







LABRAAMSURATRHWBERIANUANOBüEK9AJAh

1.

2.

46

JENIS PENGGUNAAN BAOGUMN

6. LUAS RANGUNAN{M2)

9. THN OIRENOVASI

K0NDI8I PADA UMUMNYA

13. .tTAP

U. DINGOING

15 LANTA]

17. JUMLAI4 AC

LUASKOLAW

REHANG(U2I

t1. JU|VtAH

LAPANGAN

TElN?

24. PANJANG PAGAR (N)

bAHAN PAGAR

\. Pa-ehaman

t. PenitaJan Individu

1. 8ervmahen

4T#dApoövPas 9aCo

7.Ho isma

10.Law.|ain

13.A Nemen

16.OeOu]Setd&D

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI OAN

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

NO.F0Flf.tULIR

2. Pemuletlren 0a'a

6tOh N0.URUT KODE

A RggCIAN DATA BAftGU

2.Pefxantoran Swasta

5. Rum8h S8l‹it/Klinik

8. 8ergtel/Gudarg/PerBnian

11. Bgn Tidak Kent Pajak

14. Pam Bensïr

1. Sanqat Bak

1 Baba

1, Decrebon Bem/Glg

CL+zur

2. Balk

2. Beton

ton

1. Akusttk/Jati

2. Ksramlk

3. Peng#apusanOaw

J JUMLAHBGN

4. BANGNAN KE

60hbRmaRüM

9.GedungPemeJMzh

1IBang»nanPaGir

U.Ta%N4npt

ï0, GAYA LiSTRIK TERPASANG (WATT)

3. Bedang 4. Jet

2. TngeC Bembo 3.ga,»Bza

Split Wvoow 18. AC Semral

1. gipÏ0st6r

DGNtAUPU

Tanah Lag

JIyIL SALURAN PES.

PABX

TNP LAMPU

2.Denqan

.°map1

2.Bata'

A.UomPC£ 5.Seme

1. Ada 2 TdakAda

30. LUAS PERK£RASAN HALAMAN (M2)

5e4arg DengenPen»bp

Lamai

23. JUMLAH TANGGA BERJALAN

Lm • 9,@u

Löt > 0.80M

2. TE Ada

3. FieAl 1.AAa 2.TÖmAdé

27. XEDALAMAN SUMUR

/tRTESIS ïM)

9UPA.Tï TOBA,

Cao/dlo

POLTAK SITORUS



2 -

C. DATA TANBAHAN UKTUK (JPB = 3/8)

PABRIXJ BENGKEU GUDANG/ PERTANIAN (JPB = 3/8)

28. TINGGI KOLOM (M) 29. LEBAR BENTANG (M2)

30. DAYA OUKUNG 31.KELILING 32.LUAS MEZZANIE (M2)

LANTAI (KG/M2) DINDING (M)

D.DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON STANDARD

PERKANTORAN SWASTA/ GEDUNG PEMERINTAH (JPB = 2/9)

33 KELAS BANGUNAN 1. Kelas1 2. Kelas2

TOK0/ APOTIFU PASAR/ RUKO (JPB = 4)

34. KELAS BANGUNAN 1. Kelas1

RUMAH SAKII/ KLINIK (JPB= 4)

35. KELAS BANGUNAN 1, Kelas1

36. LUAS KMR DGN

AC SEhTRAL (M)

OLAH RAGAI REKREASI (JPB = 6)

38. KELAS BANGUNAN 1. Kelas1

HOTELI WISMA (JPG= 7)

39. JENIS HOTEL

40. JML BINTANG

1 Non Resort

1. Bintang5

3. Ke|as3

2. Kelas2 3. Ketas3

2. Kelas2 3. Keas3

2. Kelas2

37. LS RUANGAN LAIN DGN

AC SENTRAL (M2)

2. Resort

2. Bintang4 3. Bintang3

4. Kelas4

4. Kelas4

4. Bintang 1-2 5. Non Bintang

41. JUMLAH KAMAR 42.LUAS KMR DGN 43.LSRUANG LÄIN DGN

AC CENTRAL (M2) AC SENTRAL (M2)

BANGUfIA.N PAP¥!P. (JPB = 12)

44. TIPE BANGUNAN 1. Tipe4 2. ?/pe3 3. Tpe2 4. Tipe1

APARTEMEN (JPB = 13)

45.KELAS BANGUNAN 1. K6Ias1 2. Kelas2 3. Kelas3 4. Kelas4

46. JML APARTEMEN 47.LUAS APT DGN 48.LS RUANG LAIN DGN

AC SEhTRAL (M2) AC SENTRAL (M2)

TANGKI MINYAK (JPB = 15)

49.KAPASITAS TANGKI 50. LETAK TANGKI

GEDUNG SEftOLAH (JPB = 16)

51 KELAS BANGUNAN

52. NILAI SISTEM

PETUGAC PE8IDATA

1. Kelas1 2. Kelas2

1 Diatas Tanah 2. Dibawah Tanah

E. PENILAIAN INOMDUAL(X 1000 Rp.)

53 NILAI INDIVIDUAL

F. IDENTITAS PELIOATAI PEJABAT YANG BERWENANG(K 1000 Rp.)

54. TEL KiJi4JiJhGAN .

KEMBALI

55. TGL PENDATAAN

56.TANDA TANGAN

57. NAMA JELAS

58. NIP

MEFIGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

59. TGL PENELITIAN

60.TANDA TANGAN

61.NAT JELAS

ö2. NIP



LAMPIRAN II

PEKA.TURAN BUP.ATI TOBA

NOMOR T UN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMD NGUTAN PAJAK BUMI DAh

BANCIUNAN PERDESAAN DAN PERKOTARN

Perihal Data Barn SPPT Untuk PBB-P2 Tahun .....

Y th. Kepala Perangkat Daerah

Kabupaten Toba

di

TEM. AT

Yang bertanda tangan dibawan ini

Nama

NIK

Alamat

No. Hp

Dengan inimengajukan pcrmohonan data baru atas objek Pajak:

-' -- - - - - -.............................. ...

Kelurahan/ Desa ... . . Dsn./ Lingk.

Kabiapaten/ Kota : . .... ............... .. .. Kecamatan

iiarena sampai saat iniobjek pajak tersebut belum pernah dikenakan Pajak Bumi

danBangunan (PBB-P2j (belurn pernali diterbltkm-. SPPT PBB-P2 nya)

3.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama inikami lampirkan

Pengantar dini Keluralian/ Desa tiiritufc tnnah pang helum sertipikot).

Fotocopy KTP/i'iK del Wajib Pajak.

Surat Kuasa (dfiaiu hal permohonan ditanda tangani pihak lana).

SPOP dan/atas LSPOP

Fotocopy bukti kepemilikari

bangunan
/ pengelolaan/ penguasaan atas bumi dan/atau

Demikian surat permohonan int, terima kasih.

Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajali

EUPATITORA,



PERA N BUPATI TOBA

NOMOR fj TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN P.AJAK BUMI D.AN

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PENULISAN NORJOR OBJEK PAJAK (NOP)

PAJAK BUM1 DA.N BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

I4BUPAT*LN TOBA.

P 'iMERIAAH KABUPATEn TOBA

ERnNGKn? DE.

NOP

DURAN’ PEMBERITAHUAN PASAKP ixui ru No

PAJAK BU.MI DAN BANGUNAN TAHUN

Keteranga°'

DigitI dan 2

Digit3 dan 4

Digit 5,6, dan 7

Digit 8,9, dan 10

Digit1 1, 12, dan 13

Digit 14, l5, 16, dan 17

Digit 18

KODE KELURAHAN/DESA

KODE KECAMATAN

KODE KABUPATEN

— — KODE PROVINSI

Kode Provinsi

Kode Kabupaten

Kode Kecamatan

Kode Kelurahan/Desa

Kode Blok

Kode Urut Objek

Tanda Khusus (Sudah/ belum 3ismiopj

BUPATI TOBA.

Cap/ dto

POLT.AK SITORUS



L.TYPISKT I\°

PERATURAN BUPAT1 TOB.A

NOMOR T.IUN202†

TENTANG

TATA CARL PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN PERDESAAiN DAN PERKOTAAN

FORMULIRPERMOHONAN CETAK SALINAN 9PPT PBB-P2
“ . '. .. ' ‘ ‘'. ' - .

Nomor

Sifat

Lampirw.

Perihal

Pentirig

PEiMERlNTAH KABUPATEN TOBA

KECAMATAN

KANTOR KEPAL.A KELURAHAN/ DESA ....

e-mål

, 20

Permohonan Salinan

Yth. Kepala Perangkat Daerah

Kab. Toba

Di

Balige

Dengan hormat,

Dengan ini kami Pemerintah Kelurahan/Desa ..................

mengajukan Permohonan Cetak Salinan SPPT kepacia Kepala Perangkat

Daerab Kabupaten Toba Tahun ............ Dengan data sebagai berikut

lama

NOP

NIK

Dikarenakan SPPT yang sudah diterima atas nama orang

tersebut diaras ......... Selanjutnya SPPT tersebut akan digunakan untuk

proses............................„.........,.......................,..........

DCrrfikian Surat Permohonan inikanii buat, atas kesediaannya

kami sampaikan terirnakasih.

' TOBA

NIP_-1967 12 17 2O06091 002

Kepala Desa/ Lurah .................

. - ... - . ........... -. -...........

BUPATt TOBA,

Cap/ che

POLTAK SITOHUS



LAMPIRANV

PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNCRUTAN PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISISURAT PELIBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

P P f AÏ-I TAOTJPA3“EN TOBA

DESA/tEL

KEC....................

KABUPATENTOBA

O%IEKPAJAK

Bumi

NUMOR:

LETAKOBJEKPAJAK

NUfPsebagaidaearpeogeomAoRBB-P2

NdOPTKP {NJOP Tidali Kena Pajak)

NdOP untuk perhimrigan P¡3B-P2

PBï3-R2 an imhutan

PnJnlt BUMI D.EN B.WGUNAN YANG HARRIS DlBAYnlt (Rp)

TEL JATUH ’I MPO :

”£EM+'A’£ PËBBAYA+tAN:

aii›iiii rri

NAMAWP

Lctab Ot›jek Pgjak:

SPPT Tahun/ Rp

NAMADANALAMATW&JIBPAüAK

DE5UN/ JALAiR ......,. ........,........,.. .

RT. ........./ RW. . .......

NHOP PERM2

’faoda Taogao

T0TALNJOP(Rpl

NsmsTvsrg

BIJPATï TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORL/S



LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR N TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

SURAT KБTERANGAN DAN SURAT PERMOHONAN NJOP

Yang bertønda tangøn ‹fibawaö ini:
ømø . .. .... .. .... ... .... ... ...... ...... .. ... ... .. ...

2 NIP

0 Jabatan

PPM ERINTAH IíABUPATEN TOBA

PERANGKnT DMRAH

NOMOR:„.......

Sesuai dengøn ketenman Paøøl 90 ayat (1) Undang-Unßang NomorI Tahun 202J tentang Hu bungan Keuangan

antøra PemeÒntøb PuttdønPemeÒntøhan Day dan Perl6 sampøi dengønPamL8 Peraturan Døerai Eabupaten

Toba NomorI Tahun 202•t teiitang Pajalr Daerah dan Retribosi Pøjak Daerah dengan irii disampaikan bahwa eeeuai

hari» aata PBB-Œ ui in eerangkat Daerah atas objekp jab:

Denis Objek Pajal<

cms Penggunaan

Łetøk Objek Paj&

Diperoleh data eebagøi berikut:

1.uas Burnt

LuasB guoan

NOPBuoü

NJOPBengunan

NJOPEesdumhæ

Terbi! g(

NœoøWğSbPaA

Alamat Wajib Pajøh

flelurahan/Desa . ........ .. ...... ........ . ... . ..

Eecamatan ..

tab./ rota

/M Rp

/M•-Rp +

NJOP PB&P2 adalah sebagai daear pengeuaan dalam menghitung PBB-PM yang terutama dan bulan sebagai daear

Dem ikiør Surat Eeterangan NJOP ini dibuat untuk dapat dipergunakan eeperlunya. Apabila ăikemudian høri

terdapat kc1retú•uan also dïLetullcan den ditíndaktanjuti eesuai dengan ketentuan berlaku.

Dibuat di

paăa tanggal

Bfligc



B. PERMOHONAN SURAT KETERANGAN NJOP

Nomor

Larnpian

Perihal

.. ..........................

...........

Permohonan Surat Keterangan

NJOP PBB-P2 tahun ....

Kepada,

Yth. Kcpala Pcrangkat Daerah

Kabupaten Toba

TEMPAT

Yang bertanda tangan dibau‘ah ini

No. IxUP | NPWPD

uzat nın.,.... .,..............n ......... eıp... ...... w,. ....... ow.,..........,

e1ura}jaI\/.,................,.........,................. KeC ait.....,.........................

Desa

Kabupaten/

Kota

Dengan inimengajukan permohonan untuk m.endapa Surat iieterangan NOOP PBB-

P2 tahun... .... tuk keperluan:

Bert tanda .K ada kolom ri.ri di ifih

1. Pembuatan Ak9a Tanah/ Lelang/ Pendaftaran Hak atas Tanah *)

Bersama inidilampirkan pu la: Beri t‹ındoA nuöo kolom nane cliyililı

1 Fotokopi KTP / Kartu Keluarga dari wajib pajak/ pemohoii.

2. Untuk objek pajak yang sudab terdaftar

a. Fotokopi Surat emberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun terakiur

b. Fotokopi bukti Pembayaran PBB-P2 (SSPD/ iSTTS) tahun terakhir

3. Untuk objekyang belum terdaftar

a. Surat Pemberitalıuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP

telah düsi denganjelas benar dan lengkap serta ditanda tamam

b.Fotokopi bul‹ti kepemilikan / pengelolaan / penguasaan atas

dan/atau bangunan

bunü

c. Fo dog PT PRB-P2 asas objek pajak jeang berada disekitarnya

Demikian atas perhaüannya disarnpaıkan terima kasıb..

*} Coret yang tidak pcrlu

WAJIB PAJAK/ KUASA WAJIB PA.JAE

BU PATI TOBA,

Cap/ dto

PO LTAKS ITORUS



LAMP[RAN Vt1

PERATl.íRAN BUPATI TOBA

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGL'TAN PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAP

PERKOTAAN.

PKMERIHTAH KABUPATEN 4fiJ3A

PERA.NGKAT GMiRAH

BETAACARA

PENYERniinN SURAT PAMBETTTAIRJAN Pn R TER£tTANG (TPPTJ DAN DAGAR FTIMPUNAN KETETAPAN PAJAK (DH •QFÖR

BU!vtl D.W HANGUNAh (PBB}

PERDESnnN D.VN1 ER OTAAN TAHUN .. K*CnMATAN.

RESA/ KsrURAHAN ... ..............

Pojah ini. . . ......

1. lama

.tanggel.....,......bulan............tabun.,.„.,..,...,.,........

öepala Peraoglcat Daerad

äabupaten Tobe

tiepala Deea/kelurahan ................,.....

lfecamatan.......... .... Kabupaten Toba

. ynng bertanda tengan m*fiawah ini.

tielanjuuiya dieebut ftbaEBctur,
Pihek Pertama meo9wabkan isepeda f'ifiak Sefiua lurat Pe rberirahuan Pujalt Terhiitaug (SPPI’) PBB dan Daftar Hir°punu'

Retetapan Phil (D PHB Ped danPerotaan um Du ................... sebagel t :

1. Surat eernberitanuan Pajak ?erhutaiig (SPF'fj PBB scbanyak ....,....... lcrr:bar

2. DaRar H¡mpunan aetetapan Pa)ak (DHkPl PBB aebanyak ................. lemhar

3. Dengan 0*amlati tietetapan srbeeer Rp. ..........................

{........... .. .. .. . . . .. .. .......... ...................}

Aäapun daftar rinciazi jomlab SPPT dan DfW perDesa/Eelurahan terlampiru mm masing —masiig Desa/Kelurahan dengan

pe.•inc:'an eebagai brrikut:
i. SPPT ctmampmkmn kepMWqiib Faja •ielembat - lambamya 25 (dna p+iluh time) ha-i keija sak dimnda unigani herre

2. Pejeh Terhutong PBB-P2 dibamrkan pada tempat dag telab ditenrukari,

Dea?ldan Berita .#cara öisuat aeogaa sesuzzggubaya delazazaagkag3 (aga) yaag te1ab lidande tangani ote6zomg-zaaoiag

I. Lembar ke satu/ aeti untuk ........... .. ..... ... Pihait Pmiama

g°. Lrmbar ke tlua unruk ..................., ... ............. .°iliah nedua

IPS.R, SH

f 200604 1002

Kepala Perangkat Daerab

habqpeten Tobs

BUPATI TOBA,

Cap/ dto

POi.TAK SITORLIS





Pada hari ini

I. Nama/NIP

Jabatan

Jabatan

LAMP.IRAN Vill

PERATUW\N BUPATI TOBA

NOMOR: TA HtJN 2024

TENTANG

TATA CARA PFMUN GUTAN PHAKBUMI DAN

BINGUNANPE tDESAAN D.W PEREOTAAN.

FORMAT

BERITA AC.4RA PE GEMJ3ALL

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAKTERHUTANG (ISPPT)

HUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOT N

iiABUPATEN TOBATAHUN

NOMOR ... ....................

....... tanggal.,.................... vang beriandatangan dibawah i.ni:

Kepala Desa/Kelurahan ....................... Kecamatan

Kabupaten Toba.

Selanjutna disebui PIBAK KESATU.

Kepala Badan

Selanjuinya disebut PIHAK REDUA.

Kabupaten Toba

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA danPIHAK KEDUA menerima dari

PIHAK KESATU Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi danBangunan

Perdesaan dan Perkotaan untuk wilayah Desa/Kelurahan .................. ... Kecamatan

.......... Kabupaten Toba sejumlah .......... lembar. .4dapun pcngembalian SPPT PHB-P2

tersebut di karenakan (SPPT) ganda atau Wajib Pajak dan/ atau Penanggung Pajak tidak

dapat diiemukan*).

Demikian Berita Acara inidibuat dalam rangkap3 ttiga) untuk digunakan sebagaimana

mestinya.

PIHAK KEDUA

*) pilih salah satu

AN HI KLfM

A A

T

’172006041 002

PIHAK KESAT1

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SIT RLfS







LAMPIRANX

PERA†URAN BUPATI TOBA

NOMOR TAH\JA 2024

TATA CARAPEMUNG UTAN PAJAKBUMI DAN

BANGUN:\.N PERDES.HAN DAN PERKOTAAN.

FORMAT SURA"f PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PBB-P2 D.A-N

i3URAT PkR5ETUJUAN PEMBAYARAN ANGSURAN

A.FORMAT SURAT PERh4OHONAN PENGANGSURAN PEMBAYAR.AN PBB-P2

Kepada

Yth. Bupati Toba

Melalui Kepala Perangkat Daerah.

Di Balige.

... ... .................................................... ............... ...

Bertindak untuk dan atae nama:

NOP
plapiat • . .......................

Dengan intmerigajukan permohonari angsuran pembaywan utang pajak pada tanggal ...............

sebanyek „„„„„,„„,katt angsuran, terhadap iSPPT/8KPD yang telah diterima'

a. SKPD No.

b SKPDh% No.

c. SKPDlOJTNo.

d STPDNo.

Pembayaran angsuran

ÄO. Tanggal Angsuran Ke

a. Tgl Angsuran

b, Tgl..................... Angenran

c. Tgl.... . Angsuran

d. Tgl..................... Angsuran

Tgl.

Tgl.

Tgl.

Angsuran

Pokok

Rp.

Ep.

Rp.

.... ... .....

Rp.

Biaya

,8.dminietratif/

Denda
Anggemn

lika pembayaran tersebut tidak ctipenuhi, maka kami bersedia dilakukan penagihan dengan surat

paksa, innpa pemberitahuan te ebih dahulu.

NHUKUM

BA

Wajib Pajak

BUPATI TOBA,

Cap/ ctto

POLTAK SITORUS





LAJ\1P1RU XII

PERATUR.'\N BU P.$Tl TOD.A

TAHU N 2024

BANGtJN.EN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

PRMZRiiNTAH IOBUPATEh TOB.A

PBRARoBAT »AERAR

N omor

Tenggal penerbiton

Oumtah pajakyeng masih harus diba 'ar

ftabupatcn

Kceainatan

Desa/Kelzraban

Rp

Tahun

Alamat

NOP :i l i 1 1 i i i 1 i 1 i 1 NPH°D 1 1 1 1 1 1 1 1

l . Pajak yang teruteng rnenurut SPPT/RuPD*/Tahun

2. Telah dibavar tgrtgga1

3. Pertgurangan

s, ytimlah vang dapat dipcrhitungkan tanaka* * an8ka 31

s. ea?a ja •u-a^'b°m ia°»k°› - «*• •i
6. Sanksi administratif1 % bulanx Rå. ...... (angka 5]

7. Pajak yang terutang berdaearRan purusan Kepala Perangkat

Oaerah dikurangi angka1

8. PajaRyangmasflabsiusdibayar(5•6+

Tanggal Jucch te/ztpo:

PBRHAT2Afl

j STPD PBB-P2 iniharua diluriasi paling lambat 1

(satuJ bulan sejak tanggal diterima.

Apabila setelah fewat tanggal jatuh tempo utung

pajak belum dilunasi. maka tindakan pensgil

akan dilanjutkan dengan penurbitan Surat Paksa,

pelaksanaan sita dan lelang.

NPWPD

NOP

Mo.S7fDPBB-P2

TsnggalPenerbimn

Rp.

Tempat Pembayaran

Rg.

Rp.

a.

Rp

Rp.

Ba joe,........, ...................... ..........

KEPALA PERANGi4AT DAERAH

KABUPATEN TOBA

NtP.

bupsten 'oba ,... , • ..

Dt‹eruna Tanggal .... .... ..............

T-"enerima

tmobmkelimiukWajbPMeA, be2untukP=aog|<atDs‹ueb

• Diisi bita celab zaeo?Ii

GIAN T-TUKUM

S TOBA

* •'

, y ' T NY HA IPAR SH

. ......... ... .. ....... ........ .....

Nama lengkap dan tanda tangan

BUT'ATI TOBA,

Cap/dto

PO6TAK SfTORUS



B.FORMULIR SKPDKB

PEMERINTAH KAi3UPATEN TOBA

PERAflGKAT DAfiRAH

SURATRETETAPANPAJAKDARRAHRURANGBAYEJ4

PAüAKBUWIDANBANGUNANPERDE8AANDANPRRKOTAAN

Nomor

Tanggal penerbitan

Jumlah pajak vang harus

Yang masih harus dibayar

Kabupaten

Ilecamatan

Desa/deIurahao

Atamat

Rp

Tahun:

Nazua dan Alamgt Wq)lb Pajak

Peztaclaa Pzgak_yaogtezntaog _ _

1. Pa'ak an terfi menurut SPPT iSKPD* Tahun

2. Telah dibayar tan

3. Pen ran an

4. Jumlah an da atdi erhitun kan an a2 + an ka3

3. Pa'ak arı kuran diba ar an ka1 - an a 4

6. Sankei administratif 1% buları xR . ...... an a 5

7. Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPDP

dikurengi angka1

8.] Pajak yang masih harus dibavar @+6+7)

Tanggal atuh tempo:

PERHATIAN

1. SKPDKB PBB-P2 iniharus dilunasi paling

lambatI (satu} bulan sejak tanggal diterima.

2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo

utang pajak belum dilunasi, maka tindakan

penagihan akan dilanjutkan dengan

penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita dan

lelang.

R

R

Tempat. Pembayaran

R.

R .

R.

R.

Rp.

I Rp.

Balige,

KEPALA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN TOBA

NIP.

............... Rotoıtg dizisi dan klrirö kemheli ke Pöranekat Dairem K• jfaıen TodA

NamaWP

ipD

NOP

No.SKPDKB PBB-P2

Tanggal Penerbitan

Diterima Tanggal ..

Penerima

Nama lengkap dan tanda tangan

Lembar ke1 untuk Wajib Pajak. Lembar ke2 nutuk P'erangkat Daerah

• Diisi bila telah memiliki



C. YO RMÛ LIRS PD KBT

PEMERITAJ-I XARUPATEN T€0B.A

nomor

’[an aJ penozbitan

Yang masih harus dibaymr

Letak Ob3ek Pejak

Rp

Tahun:

Xazna dao .' Jautat Wajfb Pa§ak

Kab:.ıpeten

Kecamarar'.

Desa/Kelurahan

Atamat

NOP : NPWPD: ‘

Perlncian Pajak yang terutang

1. Ps'air an terutan m•nurut SPPT SKPD* Tahun

2. Telah diba ar tan al

3. Pen ran

4. Jurnlah van da at di erhxtun kan lan a2 an ka3

5. Pa‘ak vang kuran dibavar ton ka I — an ka *J

6. 8anksi admûüsntul%bulanxR . ::.(an aS)

7. Pajak yang terutang berdasarkan putusari kepaia

Perangket Daerah dikura.n'n angRa1

R

R

R .

R

RD.

R

Rp.

8 Pa n sih 5 6 7 R

Tanggai Jatuh tempo: Tempat Pem baJ'aran

PERHATIAN

1. SKPDKBT PBB-.°2 ini harus dilunasi palıng

lam bat1 (eatu) bulan. sejak tmnggal diterima.

2. Apabüa setelah lewat iarıggai j atuh tempo

u tang pajak b*elum dilunasi, maka tindakaıa

penagihan akan dilanjutkan dengan

peııerbitan Surat Paksa, pelaksanaurı site dan

Balige. .... ..... .... ... . ..

kEPALA PERANG KAT MAE.OH

KABUPATEN TOEA

. .. Potong ‹}iaini dari kirim kûmho]i.de Perang atDaerah Kafiupaten Toba

Diterima Tanggal ........................

Penerima

No.SKPDKBT PBB-P2 .

Tanggal Penerbitan Nama lengkap dan tarzda tangan

Lembar kel ııntuk Wajib Pajak, Lembar ke2 untult Perangkat Daerah

+ Düsi büa telah memiliki

aUPATı road,
Cap / dto

POLT.WS ITINR!N*





LAMPIRAN XIV

PERATURAN BUPATI TOBA

NOiVIOR9 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA

PEMUNGUTAN PAJAK BUi\/tI DAN

BANGUNAN PFRDESAAN DAN

PERKOTAAN

FORMULIR PERMOHONAN MUTASI/PERUBAHAN OBJEK/SUBJEK

A. PERMOHONAN MUTASI PERORANGAN

PERMOHONAN MLFFWI OBJEK/SUBJEK PAJAK - PERORANGAN

Nomnr

Lamplran

Perihal : Mutasi Objek/Subjek Pajak untuk PB8-P2 Tahun ...............

Yth. Kepala Perangkat Deerah

Kabupaten Toba

di

TEMPAT

'Yäng bertända tangan dibavvah ini

Nama

No. KTP ... .. ....... ..... ., .. .... ...

Alamat : Jln ............................................................ No ......Telp .......................„......... RT........ RW ....

Gesa/Kelurahan ”) : ................................................................... Kecamatan ................................ ................... ..... .

Kabupaten

Sebagai wajib pajak/ kuasa wajib pajak *) P8B-P2 atas objek pajak yang terletak di:

Alamat : Jln ....................................................... No ......Telp .... ... .. .. .....

Desa/Kelurahan ”) : ................................................................... Kecamatan ....................

Kabupaten

No.SPPT/NOP (lama)

Osnf Lingk, ...

dengan ini mengajukan permohonan mutasi/perubahan data objek/subjek PBB-P2 tersebut di atas untuk SPPT

PBB-P2 tahun .......... Karena Peralihan hak aias tanah seluas: ..........m' dan bangunan seluas: ....... m‘, karena

juaI-beIi/tukar menukar/hibah/hibah wasiat/waris/leIang/putusan hakim/hakim/hadiah ”) berdasarkan

Akta/Risalah Lelang/Putusan Hakim”) tanggal .................................... nomor ....................

Bersama ini dilampirkan pula :

1. Surat Pengantar dari Desa/Keltırahan (nutuk forıoh ynp f›efııııı .srrtipikolj.

2. SuratK nasa d£tFi wujib pajak (dalam hal ini dik uasakan kepada oranyu/pihak lain).

3. Fotokopi KTP / Kartu keluarpa Waj ibPajak.

4. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan LampiranS urat Pemberitahuan Objek Pajak

(RSPOP)j ang diisi dengan jelas. benor dan lengkap serta ditanda tangani.

5. Surat Pem beritahuan Pajak Terhutanj (SPPT) asli*PBB-P2 tahun pajak berjalan.

6. Tanda buiti Pembayafflrı/lflFlaS PB B-P2.

7. Fotokopi buLti kepenıilikan/hak pengelolaan/hak penguasaan atas bum i dan/atau bangunan.

Keteran an tentan ob‘ek a'ak lain an dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan’

No. NOP/jo. SPPT A lamat'letak ob'ek a'ak Keteran an

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasifi.

*) Coret yang tidak perlu

W.AJlB PAJAK/KUASA \\'’AJIB PAJAK*)



B.PERMOHONAN MUTASI KOLEKTIF

Nomor

Lampiran

Perihal : Mutasi Objek/Subjek

Pajak untuk PBB-P2 tahun .........................

-2-

Yth. Kepala Kepala Perangkat Daerah

Kabupaten Toba

di

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

hepala Desa/Lurah ”)

Kecamatan

Dalam halini bertindak untuk dan atas nama wajib pajak PBB-P2 yang ketetapan pajaknya tidak

melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per OP/WP sebagaimana datar terlampir, dengan ini

mengajukan permohonan mutasi/perubahan data objek/subjek pajak untuk SPPT PBB-P2 Tahun

.. karena peralîhan ha katas tanah/bangunan.

Bersama ini dilampirkan: Beri tandaX pada kolom yang dipilih

1. Datar perubahan data objek/subjek pajak yang diisi secara lengkap dan ditandatanpani kepala

Drsa/Liirah dan diketahui Camat.

2. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau identitat lainnya dari Wajib Pajak.

3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak

(LSPOP) yang diisi dengan jelas. benar dan lengkap serta ditanda tangani.

4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhritang (SPPT) asli*PBB-P2 tahun pajak berjalan.

5. Tonda bukti Pembayaran/lunas PBB-P2.

6. Foiokopi bukti kepemilikan/hak pengelolaan/hak penguasaan atas biirni dan/atau bangunan.

7. Pengantar dari Desa/Kelurahanjika dalam pengajuan Datar Perubahan Data Objek Pajak

terdapat perubahan luas atau luas data awal tidak sama dengan luas data akhir.

MENGETAHUI,

CAMAT .............. . ..

”) Coret yang tidak perlu

KEPALA DESA/LURAH ............. ..

(.......................................................)



S
T
A
T
U
S

P
E
K
E
R
J
A
A
N

J
u
m
l
a
h
B
a
n
g
u
n
a
n

DESA/KELURAHAN: .........................

Nomor

Urut

1

Nomor

Urut

Bandel

2

Nomor

Bok

NOP

CAMAT ................................

-3-

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAX (SPOP) KOLEKTIF

MUTASI

DATA OBJEK PAJAK

LETAK

OBJEK

Nomor Nama

SPPT Jalan

Lama Blok/Kavli Dusun

ng/Dusun/

Nomoi

MENGETAHUI:

I.in

gku

ng

an

DATA SUBJEK PAJAK

NAMA

7 8 9 10

ALAMAT

Nama

Jalan

Blok/Ka

vIing/D

usun/N

DATA TANAH

Nomor LUAS KODE Jenis

R Rw
KTP M2 ZNT Tanah

l1 12 13 14 15

KEPALA DESA/LURAH ...........

16 17 18



Petuniuk pengiSfO/g

KIm 1

lt\ m 2

KI m 3

KI m 4

KI m 5,6 dan 7

dl m b

KI m 0

Klm 10

Klm 11, 12 dan 13

Klml4

Xlm 15

Klm Tö

5POPKoleWif.

: diisi angka (1.... dst)

rIi‹s'P et‹ıg?s G?¢IanP endapatan Daerah

diisi angka sesuai NOP yang diajukan

diisi angka sesrıai SPPT yang berkenaan

diisi sesuaî letak objek pajak

öiisi s-=suai öaftar pıiıhan 1.P emilik 2. Penyewa 3.Pengeicla 4.Pemakai

3. Sengketa

diisi sesuai daftar pillhan 1.PNS 2. TNI/POLRI 3. Pensiunan 4.Badan

5. Lainnya

cukup jelas

diisi sesuaî alama t wajib pajak

cukup jelas;

cu kup jelaa,

: diisiP etugas KepalaPe rangkat Daerah

: diisi sesuai daftar pilihan ü. Tana h ci an Bengunan 2.Kavlings iap Bangunan

3. Tan a h Kosong 4.Lahan Pertanian Pangan/ Peternakan 5.Fasilitas U mum

cukup jelas



DAFTAR PERUBAHAN DATA OBJF.K/SUBJEK PBB-P2

PROPINSI : ( ) SUMATERA UTARA

KABUPATEN : { ) TOBA

KECANIATAN : ( ) ... ..........................

DESA/ItELURAHAN ( ) ...............................

TAHUI\I ..................

NOMOR
NOMOR

NOMOR URUT

URUK PEREFA BLUK COP

CAMAT ....

DATA LAMR

Ouw|

MENGETAHUI:

7 6

BANGUNAN

LUAS

(m")

5-

A LAMAT

Naina ïalan

N Nomor

10 U U 14 1S

Nomor Bundel

DATA BAPU

NOMOR LUAS FODE JLNIS LUAS JUMLAH

KtF (m"} ZNT TANAH |m’) BANGUNAN

16 17 IB

KEPALA DESA/LURAH ............

30 21



Petuniuk peneisian daftar perubahan obiek/ subiek PBB-P2:

Kim1

Klm2

Klm3 dan4

Kim5

Kim6

Kim7

Klm8

Klm9

Klm 10

Kim 11

Klm 12

Kim 13

Klm 14 dan 15

Kim 16

Kim 17

Kim 18

Kim 19

Klm 20

Klm 21

-6-

: di isi angka (1,2 ..... dst)

: di isi petugas Perangkat Daerah

: di isi angka sesuai nomor Blok dan NOP yang diajukan

di isi nama Jin/RT/RW;

di isi nama wajib pajak sebelum mutasi

: di isi luas Bumi (m‘)

di isi jenis tanah (darat/sawah)

: di isi luas Bangunan (m^)

di isi sesuai daftar pilihan: 1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola 4. Pemakai 5. Sengketa

di isi sesuai daftar pilihan: 1. PNS 2. TNI/POLRI 3. Pensiunan 4. Badan 5. Lainnya

: di isi nama wajib pajak setelah mutasi

: di isi alamat wajib pajak

: cukup jelas

: di isi nomor KTPwajib pajak

cukup jelas

: di isi petugas Kepala Perangkat Daerah

: di isi jenis: 1. Tanah& Bangunan 2. Kavling Siap Bangun 3. Tanah Kosong

4. Lahan Pertaniah Pangan/ Peternakan

: cukup jelas

: di isi jumlah bangunan.



DESA/KELURAHAN: .........................

nomor

Urut

Nomor

Urut

Blok

7.

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP) KOLEKTIF

Nomor Bundel:

Jumlah Bangunan Luas Jumlah Tahun Tahun

Bundel NO.

Objek

CAMAT .................... .......

Pajak

3

Mengetahui

Listril‹ Kondisi

Bangunan Ke M' Lantai Dlbangun Renovasi (Watt) Bangunan

S 6 7 8 10 12

Konstrr ksi Atap Dinding MfJtai

13 14 15

KEPALA DESA/LURAH ................

17





LAMPIRAN XV

PER4TU N BUPATI TOBA

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG TATA CARAPEMUNGUTAN

PAJAK BUMI DAN BANGW'AN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMULIR PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT

A. FORMULIR PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT PERORANGAN

Nomor

Lampiran

PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT-PERORANGAN

Perihal : Permohonan Pembetulan SPPT/SKP/SPTD *)

PBB-P2 tahun pajak ..........................................

Yth. Kepala Perangkat Daerah

Kabupaten Toba

di

TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

No.KTP

Alamat

Desa/Kelurahan *)

Kabupaten

: Jln

...................................... .. NPWPD ......

......................................... No ......Telp ...

......................................................... . KecaFnatan ......

..................... . . . .. .. ...... .

..................... Dsn/Lingk. ........

......................................................

............ .................

Sebagai wajib pajak/ kuasa wajib pajak ’) PBB-P2 atas objek pajak yang terletak di:

Alamat : Jm ....................................................... No ......Telp ...................................... RT..... RW.....

Desa/Kelurahan ’) : ................................................................... Kecamatan ..................... ................................

Kabupaten

No.SPPT/NOP

. .. .. ... ..... . . ............. ................ ...................

(lama) :

dengan ini mengajukan permohonan pembetulan atas SPPT/SKPD/STPD ’) PBB-P2 tersebut di atas dengan alasan

sebagai berikut: Beri tandaX pada kolom yang dlpilifi

1. Kesalahan tulis: nama wajib pajak (bukan ganti/balik nama)/alamat wajib pajak/alamat

objek pajak/No.SPPT/SKPD/SPTPD tahun pajak/tanggal jatuh tempo ”)

Data yang benar adalah .......................

2. SPPT/SKPD/SPTPD *) untuk objek pajak yang sama diterbitkan lebih dari satu dengan

NOP berbeda (pengenaan ganda). Diterima agar NOP .............................. dihapus

3 Kesalahan hitung: Penambahan/Pengurangan/PerkaIian/Pembagian *).

4. Salah/keliru dalam penerapan peraturan perundang-undangan terhadap fakta/kenyataan

objek/subjek pajak yang sudah jelas benar: SPPT yang terbit atas objek pajak yang

seharusnya bebas PBB-P2 (tanah wakaf, kuburan, tempat ibadah, kantor pemerintahan dll)

/saIah penerapan Dasar Pengenaan/salah penerapan sector (objek PBB-P2 sektor perdesaan/perkotaan

dikenakan PBB-P2 sektor perkebunan/perhutanan/pertambangan atau sebaliknya “)

5.

Bersama ini dilampirkan pula Beri tandaX pada kolom yang dipilih

1. surat pengantar dari Desa/Kelurahan (untuk tanah yang belum bersertipikat)

2. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam halini dlkuasakan kepadaorang lain/pihak lain

3. Fotoi‹opi KTP/KK dari wajib pajak

4. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak

(LSPOP)yang telah diisi dengan jeIas,benar dan lengkap serta ditandatangani.

5. Asli SPPT/SKP/SPT ‘) tahun pajak yang berkenaan

6. Fotokopi bukti pembayaran PBB-P2 (SSPD/STTS“) tahun terakhir

7. Fotokopi bukti kepemilikan/pengeIoIaan/penguasaan atas bumi dan bangunan

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

”) Coret yang tidak perlu

WAJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK ”)





LAMPIRW XVI

PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR fj T.4HUN 2024

TENTANG TATA CARAPEMUNGUTAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN/ PEMBATALAN SPPT PERORANGAN/ KOLEKTIF

A. FORMULIR PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT PERORANGAN

PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT/SKPD/STPD— PERORANGAN ”)

Nomor

Lampiran

Perihal : Permohonan Pembatalan SPPT/SKPD/SPTD ‘)

PBB-P2 tahun pajak ..........................................

Yin. fiepala Perangkat Daerafi

Kabupaten Toba

di

TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

No.KTP

.Alamat

Desa/Kelurahan ’)

..............................,.......................... NPWPD ...................................................................

: Jin ............................................................ No ......TeIp .................................. P.T........ RW ..

.................................. Kecamatan ............................................................

Kabupaten

Sebagai wajib pajak/ kuasa wajib pajak *) PBB-P2 atas objek pajak yang terletak di:

Alamat : Jln ........................,.............................. No ......Telp ...................................... RT..... RW.....

Desa/Kelurahan *) : ................................................................... Kecamatan .......................................................

Kabupaten

No.SPPT/NOP (lama)

dengan ini mengajukan permohonan pembatalan atas SPPT/SKPD/STPD ”) PBB-P2 tersebut di atas dengan alasan

sebagai berikut: Beri tandaX oaäa kolom yana diailih

1. Objek pajak secara njata tidak ada.

2. Tanah /bangunaii tidak 1agi merupakan objck pajakj ang dikeuakan PBB-P2karena: tclah

diwokatfian/menjadi kuburan/digunakan negara untuk penyelenggaraan pemerintali/digunakan

untuk melayani kepentingan umum yang tidak mencari keuntungan *)

Bersama ini dilampirkan pula Beri tandaX pada kolom yang dipilih

1. Surat pengantar dari Desa/Kelurahan

2. Surat Kuasa dari ajib pajak (dalam hal ini dikmasakan kepadaorang lain/pihak lain)

3. Fotokopi KTP/ KK Wajib Pajak

4. .4sli SPP f/SKP/SPT *)tahun pajak yang berkenaan

5. Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

”) Coret yang tidak perlu

WAJI8 PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK ”)
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B. FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN SPPT/SKPO/STPD-PERORANGAN

PERMONONAN PENGURANGAN SPPT/SKPO/STPD - PERORANGAN

Nomor ”

Lampiran

Perihal : Permohonan Pengurangan SPPT/SKPD/SPTD ”)

PBB-P2 tahun pajak

Yth. Kepala Perangkat Daerah

Kabupaten Toba

di

TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

No.KTP

Alamat

Desa/Kelurahan ”)

Kabupaten

................................................................... ........................ ................ ...................................

........................................................ NPWPD ...................................................... ............

: Jln ............................................................ No ......TeIp .................................. RT........ RW .....

................................... . Kecamatan ............................................................

...... .......................... ............... .... .........................

Sebagai wajib pajak/ kuasa wajib pajak ’) PBB-P2 atas objek pajak yang terletak di:

Alamat : Jln ....................................................... No ......TeIp ......

Desa/Kelurahan ’) . .......................................................Dusun/Lingku.............................

Kecamatan

Kabupaten

No.SPPT/NOP (lama)

dengan ini mengajukan permohonan pengurangan atas SPPT/SKPD/STPD ’)PBB-P2 tersebut di atas dengan alasan

sebagai berikut: 8eri tandaX pada kolom vang dipilih

1. Objek pajak sebagian/seluruhnya*) terkena pelebaran jalan/erosi sungai/pembebasan tanah/

2. .....

Longsor*). Sisanya: luas bumi ..........m‘, luas bangunan

Bersama ini dilampirkan pula

1. Surat pengantar dari Dcsa/Kclurahan

.... ... .. ..... .... ... ... . . ... . . . ... .... ..

Beri tandaX pada kolom yang dipilih

2. Surat Kuasa dari wajib paja1 (daJara kal ini dikuasakan kopada orang lain/pihak lain)

3. Fotokopi KTP/ KK wajib pajak

4. Kartu miskin

5. SK Veteran*/ SK pensiunan

6. Asli SPPT/SKP/SPT *)tahun pajak yang berkenaan

7. Fotokopi bukti lunas PBB-P2 Tahun terakhir.

8. dst....

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

”) Coret yang tidak perlu

WAJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK *)
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C. FORMULIR PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT - KOLEKTIF

Nomor

Lampiran

Perihal : Permohonan Pembatalan

SPPT PBB-P2 tahun pajak .......

Yth. Kepa(a Perangkat Daerah

Kabupaten Toba

di

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Kepala Desa/Lurah ’)

Kecamatan

Dalam halini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB-P2 yang ketetapan pajaknya tidak

melebihi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per OP/WP sebagaimana datar terlampir, dengan ini

mengajukan pembatalan atas SPPT PBB-P2 Tahun ............. dengan alasan sebagaimana tercantum pada

daftar terlampir.

Bersama ini dilampirkan pula:

1. Daftar nama wajib pajak

dan diketahui Camat.

Beri tandaX pada kolom yang dfpilih

yang mengajukan pembatalan yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah

2. Fotokopi KTP. Kartu Keluarga W ajib Pajak.

3. .4sli SPPT tahun pajak yang berkenaan.

4. Khusus untuk pei»batalan dengan alasan objek pajak tidak ada:

a. Surat pemyataan dari Kepala Desa/Lurah yansinenyatakan bahwa Objek Pajak yang dibatalkan

Tersebut tidak akan diajukan Pendaftaran Ob|ek Pajak Baru.

b. baik atas nama wajib pajak semula maupun atas nama wajib pajak lain.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

MENGETAHUI,

CAMAT ........ ...

*) Coret yang tidak perlu

KEPALA DESA/LURAH ......... ....



U. I-URMULIR PERMUHUNAN PENGURANGAN SPPT - KOLEKTIF

Nomor

Lampiran

Perihal : Perrriohonan Pengurangan

SPPT PBB-P2 tahun pajak .........................

Yth. Kepala Perangkat Daerah

Kabvpaten Toba

di

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Kepala Desa/Lurah *)

Kecamatan

Dalam halini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB-P2 yang ketetapan pajaknya tidak

melebihi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiahj per OP/WP sebagaimana datar terlampir, dengan ini

mengajukan pengurangan atas SPPT PBB-P2 Tahun ............. dengan alasan sebagaimana tercantum pada

daftar terlampir.

Bersama ini dilampirkan pula

1. Da tar nama wajib pajak

dan diketahui Camat.

Beri tondaX pada kolom yang dipilih

yang mengajukan pengurangan yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah

2. Fotokopi KTP/ KK WajibPajak.

3. Asti SPPT tahun pajak yang berkenaan.

4. Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan

5. fotokopi dokunien lainnya yang mendukung.

Demikian atas perbatiannya disampaikan terima kasih.

MENGETAHUI,

CAMAT ................. ..„

*) Coret yang tidak perlu

KEPALA DESA/LURAH ................

B U PATI TOB.A,

Oap/clto

PO6TAK S1TORL/S



PERATUHAN BUP.DTI TOBA

NOMOR TnHUN 2O2A

fENTHG

SATA CARA PEMUNGUTAN PAUAK BT DE

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERIíOTAAN

FORMULAR PERMOHONM PEINGHAPU / PENGURA+NGAN

SANKSIADMIN7STRATlF

A. FORMUCIR PERMOHONAN PFNGHAPUSAN PENGURANGAN SANhSI ADMINISTR.TIC SECnRñ PERORANGAN

Nomtir

Perihal : Peróiohorian Penghapusan/pengurangan Sanksi

Administratif PBB-P2 tahuri......................

Yth. Kepala Peranglrat Daerah

tEMPAT

Yaogbertsndataogeodíbawabiou:

No. KTP

Alamat

Desa/Kelurahan*)

JIo........................................No..............tel..........RT..............RW.........,..........,.....„........„

. ........................... ...Kecamatan......................................................................

Sebagai weiib pajak/kuasa wajibp iak*} PD&P2a tustanah doo alan bangurien yang tcrletajk di:

AJmnat JIn........................................No.......'el..........RT..............RPM..............

Deee/kMurebeo)

Rabupaten

No..SPPT/SKPj

Tan teñmaSPPT/SHPj

Dengan intMengajukan permohonan pengbapusan/pengurengan sanksi administrativa sebesar .......°,í›(... . ......persen] del

fecha yang teicanL'am pada: herr laiida X pada kolom fjong dipilih

a. SPPT PBB-P2 tahun..........................................................

b. SKPDK/ SKPDKBf PBB-P2 No............ ..............................tañun.........,.........

c. STPD P8B-P2 No.................................................tahun.................................

Dengan alasan: 8eri tando X pado kofom yong dioifih

a. Terlnmbnt menerima SPPT karena hal-hal ierteniu di luar krmnmpuun waJib gajair

b. Dst....„..-.........................:(sesuaukebutuhan)

Bersazaa ioidl1aazplzkaa : Ben tando X pada ko/om lang dipitffi

l . Surat pengantar dari Deea/ lielurahan

2. 1Stat kuase dari wajib pajak( dalam haldilruasaken lrepada orang/pihah lain)

3. Fotocopy KP / W Wajib Pajak

4. FOtOcopy RPPT/SKPDfiB/SKPDE&f/TTPD\ PBB- •2) tafiun pqjak yang berkenaan

5. Tarda bukó pembavaran/lunas PBB-P2

6. Surat Keterangan yangmendukung alaean pengqjuan permohonan

Demikian atae perhatiannya disampaikan ix:xixaohasib.

•) Goret tldW porlu

Saünan sesuai denRan ashnva

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETD.AXAB TOBA

ANTHONY SIANIPAR, SH

PEMBINA TU.1

NIP. 19671217 006041 002

AJIB P.BAK/KUASA WC PMAK •}

............ .. ...

BUPATI TOBA,

C ap/ dto

PO DTAK SITORUS



B.PA1tMOHONANPENGHAPUWN/PENGURANGAN SANKSI ADMINISTATIF SECARA kOLEkTIF

DE ME RINTAH KADU PATEN TODA

KECAMSTSI£--:-..-.-::..

KANIOR KEPALA DESA/kELURAHAN.......

PermohonanPen iapusan/Pengurangan

SooksiAdmiriistratif PBB-R2 tahun.........

Yth. tiepala Perangkat Daerah

TEMPAT

Yaog bmandatangan dbtbmuh isi:

KrpRiaDo::u/lurah’)

ii.ecamatan

Dengan intMengajukan permohónan penghapusan/pcngurangan sanksi administrative sebeser .......°.4› t.............., .. per sen) dari

deuda yang tercantum pada

a. BPPI 'BB-P2.......................................

b. S PDEB/SáI'D BI P0B-P2 ho...... ..............tahuzt......... ....

c. STPD PBB-P2No.................................... ....tahun........

B
m

Dengan alasan: Ben tania N pada :olDA ¥"°c W'^^

a. Fotoeopy siirat tanah dan/ atau bangunan {sertiñlcat atau aktaJ

b. Fotocopv tanda bukti hak kepemittkan/halc pengeloJann/halr peoguasean ntas bumi danaatau bangunan

Bersama intdilempirkan: Den t‹indo A pudo kofoin yortg diyilih

1. Dafiar namawajib pajak yang mengajukan pengurangan yang dltandatangani üepala Desa/1uraIi

2. Fotocopy KTp/ Surnt ketcrangan kependudukan/Karr.o kelu arga deri wajib oajak

3. Potocopy SPPT/SitPDKB/SHUD1£BT/STPD*) PB8-L-'2 tahuo pajak yang tierkenaan

d . Tanda bukti pembayaran/lunas PBB-P2 tSSPD/ HTTP}

5. Su ratk eteraagart ?”aag zaeartumuyg alasaa gengejuao gezzaoboüaa

De iikian atas perhatiannya diso m.paikan terima kasih.

MENGETAJIUI,

GAMAT.... .. ...... ................... ..

5aTinan sesuai derogan asúnva

KEPALABAGMNHUKUM
SETDAKABTOBA

ANTHONY SIANIPAR, SH

PEMBINA Tk.I

NIP. 19671217 2006041 002

'. . -- ---.... - - - -- -- .- -
10PALADESA/LURAH..................

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS







PERATURAli B£!PA’I’l TOBA

N
O

' MIUN2024

DATA CARA PEMUNcüTAN nAU^x BUT;D

B G0NANPERDESmnDAN£ERxOTVN

PEMERIS'l'AH kAB UPA T E R TO B A

Read+•serkan pcmfrriksaan kantor dan lapøngen, .w.suei surai tugas:

er' rsaan *°•' '---- -- '' '- Tønggøl: -.'..'' ....'...................,......-....... ................

8 ' P 8m* ° ° . J‘aizggal :.... ,......... .. ........ ...................

Teleh dil&uicøn peneliõan di kantor pada tønggnl,........sømpai dengnn tanggeL..........,. „. .. .. .. ,..,,. ,..

Temadap pe ioŁron lWgojuen heberatan

Melalui surat nomor.............Tanggal,,..,.,.,,, .. ....

2. PeaenkmmndbLapangen

1. Xcximpulan

2. Taran

Wą\ib Pajak

PERANGKATD.AERAH

r ’’ usüden anasùn'a

'P BA TANHUßUM

SET OBA

SI IPAR, SH

BILA TQ.1

Prtugas PeoeNdT Petugae Peneliià II

BUPATITORA.

Cap/dto

POLTAKS ITORUS





TAMPR4W KIT

Womcr

p£an

«üud F«ixuim*‹u*P«*unUd la* •fl

lotJiJempoPeugembBianSFOWf

Jatti’feuipo.°tmt'a• xsib)

Y1.KepMaBnangMa‹Damàh

Yung°uur:endum:n nibswsh :

Jh,..,.....................................No........Tel..........RT.............. ................................ ...

kota/Kabupateo*)

Sebagei wgib pqjalc/kuasa wajibp jah•j P8R-P2 aias tanah der atau baogunan yang rerlctajh di:

@ Q t .,, . , .............., ...................N D ... .. .Tel... .........K RD / LM gk. ...... . ....•. •,......•.. • • • • • • • •

l an*

üahupaten

No.. SPPT/ NOP

Mengau intmengajiNan pcnundaan

a. Tanggaljamfir einpo pengembalian SPP

b. Penundaan 8atuh Tempo Pembayaran SPPT} dengan alasari'

........ ....... . . . . .... .. .. ....... ..... ....... ...... .... ..... . . .........................

””**""*"***"'*****'***“*‘

Berkainidilampi,-kaD pula: Teri reitdo A pndn fiolcni yaity drpifni

I. Murat kuas« den wnjib pajak{ datam haJdikuaaakan kepada orang/pLhaL IrinJ

2. Fotocopy RM atau identiiae lainnya dari z'ajib peiak

*. Dst.............., ........., ..tdokumm lumfest:fi Rebiznzh n ye)

Oemilöan atas perhatiannya disarripaiknn terfina kasih.

BL*PATI TOD.4.

Cap/ ctto

roL’i’Ax Ari‘oi‹o



F O RMAT LHP

. omor :. .. ... .

Berifiaserk8n peneliiian kat tor detn dJ lapqngaia, sesu@ qtjrgt ttjggp;

Penel't'and Sv °r . . .. . ?vsgni :............,...., ., ,...

Pcr*el1t1aH di Lap8Dgan fOmOr . ..... Tanggal ......... ..........., ...., ...............,.......................

TA dÅakukHn peHeJ$uan dikantor pada TBFLggJl,......, .sampi dengan t@rtgge}.. ....,. .., ,, ..,....,, ,

Terhadap pemohnn PengaJuan Kebcrstan

Melalui surat nomor.............Tangga1..,,,,, ,., ,.. ,., ,..yang rtiterirua Perangknt Duerah johnpnten Toba dengan uraien berikut:

2/ Atamat OBJEx Pajak

u. Tazt\\n PaJak .........

*- J=rus K•t•ta0ao ...... ......................,..
* BB- 2 Terbutaag ......,, ...

1. reme dix ntor
2. Pemerilrsaen di Lapangan

knox

.Veztyetujui

Wajib dale

.......... ..

PEA?GEATDAERAII

Petugas Penel-•iiI

Memgetahui,

Petugao PenelitiD

UP. SUB B1ANG

BUPATI TOB.A.

POLTAK SITORUS





PERATtJRnH BUPATI TOBA

NOMOlt TAIIUN 2024

TENTANG

TANA CARA PEMUNGt£'£'AN PER BUMI DAL

PbìEHINTSH kABUBSTEN TOB.t

PEC AH Al A n... ... ... ... ... ... ...

LA N TO n h E PA L A D ETA / fiE SU RM. H.A N .., ... .. ....

.li.

SLWAJKETERANGANHAKEIASBtWUD 'ATAUBVGUrAn

Yang hertandatangaa dilee artùzi, Regala Desa/ f.u£aft., .....

2. LuasTsnsh

4. Luas bangunao

5. °dmoet laoabdao/abu haomumn

6. nameI k/E'eztgeto1a/T'engasaIt•°)

7. Atamat (gel k/P agelota/P' zzgueaha”)

8. NDP (Pmidafit‹aan dengan cara mutase)

. ..... . lxaazanzac... ....... ..... fu pazen 'Toóabersn* ivi

Berdaear6aaI atataa / pe›oerikeaan \apa»gaofl Ta=ab dan/ •tau uangunan tosebot ói 8taa (duzuldó/ dl ‹etozo/dt\cuasai”› o1et,

Saudaca sebagalotafw t.orabu\d iatas.

Dezoùóazt eurat keterangan inithat d¢gao scbooomya, et›agai pos;'aara-a gmgurusan SPPT PBB-P2.

BA¢2IAN HUKUM

(Naaa le aog}

BUFATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS






